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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya 

manusia memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang mampu memainkan peranan tersebut adalah 

yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan 

perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada 

negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan 

tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu Pemerintah 

memerlukan ASN yang berkarakter, memiliki akuntabilitas, 
nasionalisme yang tinggi, etika publik yang luhur, memiliki komitmen 

mutu, dan anti korupsi. Dalam rangka menciptakan sumber daya ASN 

yang memenuhi nilai-nilai tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan 

sumber daya manusia salah satu caranya melalui pendidikan dan 

pelatihan (diklat).
Merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) DU ASN, Galon PNS 

wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses 

pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, 
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat 
profesionalisme serta kompetensi bidang serta untuk membangun 

dan menginternalisasikan nilai-nilai ANEKA yaitu Akuntabilitas, 
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam 

diri seorang ASN dengan memadukan pembelajaran klasikal dan non 

klasikal di tempat pelatihan dan di tempat kerja sehingga 

memungkinkan calon PNS mampu menginternalisasi, menerapkan, 
dan mengaktuaiisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan



(habituasi) di unit organisasi dimana calon PNS bekerja, dan 

diharapkan calon PNS dapat menciptakan Inovasi dan ide gagasan 

yang dapat mempengaruhi dan memberikan nilai tambah bagi 

organinsasi tersebut. Dalam melaksanakan proses habituasi tersebut 

calon PNS juga dituntut untuk dapat membuat rancangan Inovasi 

yang dapat mempengaruhi dan memberikan niiai tambah terhadap 

organisasi.
Dalam hal ini unit kerja penulis iaiah Inspektorat I yang 

merupakan unit pengawasan di lingkungan Setjen dan BK DPR Rl. 

Inspektorat I memiliki 13 orang auditor yang ditugaskan untuk 

melakukan pengawasan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan 

Angka Kreditnya, salah satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah 

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, 

diantaranya iaiah kegiatan reviu atas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 255 Tahun 2015 

tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian 

Negara/Lembaga, reviu laporan keuangan iaiah kegiatan penelaahan 

atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan 

K/L yang harus dilakukan oleh auditor sebagai Aparat Pengawasan 

Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk 

memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah 

diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga 

untuk menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang berkualitas.

Penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan oleh pereviu 

merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi 

pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan K/L. Namun dari hasii 

pengamatan dokumen terkait reviu laporan keuangan semester 1 dan 

semester II tahun 2017 dan 2018, serta wawancara yang dilakukan



terhadap auditor inspektorat I, kertas kerja reviu yang disusun dalam 

rangka reviu laporan keuangan belum terdapat keseragaman. Hal ini 

dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi pada saat 

melaksanakan reviu seperti keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan 

waktu, alokasi penugasan, dan sulitnya koordinasi dengan penyusun 

laporan keuangan. Didasarkan pada hal tersebut penulis berniat 

memilih rancangan aktualisasi Optimalisasi Kegiatan Reviu Atas 

Laporan Keuangan Melalui Penyusunan Format Kertas Kerja 

Terstandar Di Lingkungan Inspektorat I Setjen Dan BK DPR Rl.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Pen/vakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2018;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Galon Pegawai Negeri 

Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara No 

PER/220/M.PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional auditor;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedomn Reviu Atas 

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesiaNo.255 /PMK. 

09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/ Lembaga.



BAB II

PROFIL ORGANISASI

A. VISI MISI UNIT KERJA
Ditetapkan sejak tanggal 1 Oktober 2015 dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Penwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terbentuknya 

Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal setingkat eselon 

I, serta Inspektorat 1 dan Inspektorat II yang setingkat eselon II, 
merupakan salah satu upaya penguatan fungsi pengawasan internal 
dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas di 
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl dan Badan Keahlian.

VISI:
Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, 

Akuntabel, dan Berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan 

Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.

MISI:
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR Rl;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl;

3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional 

dan Kompeten.



B. STRUKTUR ORGANISASI

W8PEKTUR LfTAMA

fTMKTUR OMMIMII

inSPEKrORflT UTRWI 
SmEN & BK DPR HI

Total Jabatan Struktural: 7 IA

Total Auditor
rsas^SBsr

Total Pengadministrasian : 17

Gambar 1 Struktur Organisasi

C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSl

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, 

Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama;
2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
3. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
4. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu. evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya;



5. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;
6. penyusunan laporan basil pengawasan; dan
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan 

Angka Kreditnya, Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, 

pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas Auditor mempunyai fungsi;
1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas 

aspek keuangan tertentu;
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk 

tujuan tertentu;
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan 

evaluasi;
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan 

pemantauan;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan 

pengawasan lain;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka 

membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.



BAB

RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASIISU
Isu-isu yang ditemukan di Inspektorat I Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR Rl, antara lain sebagai berikut:
1. Penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR Rl 

Belum terstandar.
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 

tentang Jabatan Fungsionai Auditor dan Angka Kreditnya, salah 

satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah Melaksanakan tugas- 
tugas pengawasan dalam kegiatan reviu. diantaranya ialah 

kegiatan reviu atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri 
Keuangan No. 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas 

Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga reviu Laporan 

keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi 
dan penyajian Laporan Keuangan K/L oleh auditor Aparat 
Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang 

kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi 
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Instansi dan Laporan Keuangan K/L telah 

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemehntahan dalam 

upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan 

LK K/L yang berkualitas.

Dengan penerapan SAP berbasis akrual. komponen laporan 

keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Kementerian 

Negara/Lembaga terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 
Neraca, dan Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK). Untuk 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitaspengelolaan keuangan



negara, Laporan Keuangan K/L harus dihasilkan melalui Sistem 

Akuntansi Instansi (SAi), disampaikan secara tepat waktu, disusun 

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan 

harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Reviu 

Laporan Keuangan DPR Rl sendiri dilaksanakan tiga kali dalam 

satu tahun anggaran.

Tujuan reviu atas laporan keuangan sendiri adalah untuk:

a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan 

penyajianLK K/L; dan

b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, 

keandalan, dankeabsahan informasi LK K/L serta 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai 

dengan SAP kepada Menteri/PimpinanLembaga,

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.255 

/PMK. 09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga penyusunan kertas kerja reviu 

laporan keuangan oleh pereviu merupakan bagian dari 

pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK 

K/L, dan harus menjelaskan mengenai:

a. pihak yang melakukan reviu (Aparat Pengawasan Intern atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/pejabat yang 

setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga);

b. tingkatan unit akuntansi yang direviu (UAKPA, UAPPA-W, 

UAPPAE1 atau UAPA);

c. aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK K/L 

(LRA.LO, LPE, Neraca, dan CaLK) yang direviu;

d. asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang 

dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

e. hasil pelaksanaan langkah-Iangkah reviu dan simpulan serta 

komentar pereviu.



Selain sebagai pertanggungjawaban pereviu, kertas kerja juga 

digunakan untuk menjamin pengendalian mutu atas reviu Laporan 

Keuangan K/L Penyusunan KKR dilakukan pada saat 

pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan 

dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali basil reviu 

dan pelaksanaan reviu atas LK K/L periods berikutnya.

Secara umum tujuan penyusunan kertas kerja adalah

a. Pendukung Laporan

b. Dokumentasi Informasi

c. Identifikasi dan dokumen temuan

d. Pendukung pembahasan

e. Media reviu pengawas

f. Bahan pembuktian

g. Referensi

h. Pembantu auditor eksternal

i. Dan sarana pengendali mutu.

Seperti diketahui kegiatan Reviu atas laporan keuangan 

merupakan salah satu tugas fungsi dari auditor inspektorat utama, 

namun dari basil pengamatan dokumen terkait reviu laporan 

keuangan semester I dan semester II tabun 2017 dan 2018, serta 

wawancara yang dilakukan terbadap auditor inspektorat I, kertas 

kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan 

belum terdapat keseragaman. Hal ini dikarenakan beberapa 

kendala yang dibadapi pada saat melaksanakan reviu seperti 

keterbatasan jumlab SDM, keterbatasan waktu, alokasi 

penugasan, dan sulitnya koordinasi dengan penyusun laporan 

keuangan.
Sedangkan disisi lain untuk memenuhi prinsip-prinsip 

penyusunan kertas kerja audit yang baik barus memperbatikan 

diantaranya kertas kerja barus relevan, sesuai dengan program 

kerja, lengkap dan cermat, mudab dipabami, rapi, efisien, dan 

barus seragam.
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2. Belum adanya system reward and punishment yang ada di 

lingkungan Inspektorat I Setjen dan BK DPR Rl.

Dalam peningkatan kinerja auditor dan mendorong pencapaian 

yang maksimal dan menghindari kinerja yang kurang optimal. 

Diperlukan suatu pendorong diantaranya pemberian reward 

sebagai apresiasi terhadap prestasi dari kinerja auditor berupa 

diberikan keleluasaan untuk bimbingan teknis dan ditambahkan 

dalam peluang untuk mendapatkan pelatihan yang menambah 

kompetensi, serta pemberian punishment jika dirasa kinerja dari 

auditor tersebut kurang optimal. Kondisi yang diharapkan dengan 

adanya system reward and punishment sehingga terwujudnya 

kinerja auditor yang baik, andal serta professional. Dampak yang 

dirasakan jika tidak diterapkanya system reward auditor Dengan 

tidak diterapkannya system ini maka kurangnya motivasi auditor 

dalam peningkatan kinerjanya yang mendorong kearah kinerja 

yang lebih baik.

3. Belum terdapat format baku terkait form permintaan 

data/dokumen audit kepada audetee.

Dalam peningkatan kualitas kegiatan audit dan mendorong 

pencapaian yang maksimal, serta menghindari kinerja yang yang 

kurang optimal, diperlukan suatu koordinasi yang baik diantaranya 

auditor dan auditee. Salah satu tahapan audit yang memerlukan 

koordinasi yang baik iaiah pada saat permintaan dokumen kepada 

auditee. Saat ini belum terdapat bentuk baku dalam permintaan 

data/ dokumen pendukung kegiatan audit.

Diharapkan dengan adanya bentuk baku form permintaan data/ 

dokumen pendukung kegiatan audit ini dapat memudahkan 

koordinasi antara auditor dengan auditee, dan dapat mendukung 

kelancaran kegiatan audit itu sendiri, dan juga dapat dtgunakan 

sebagai identitas dari inspektorat I.
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B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS
Dalam pemilihan isu prioritas terkait dengan rancangan 

aktualisasi ini penuiis menggunakan teknik USG yaitu teknik Urgency, 
Seriousness, dan Growth. Teknik USG sendiri adaiah salah satu alat 
untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya 

dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan. dan perkembangan 

isu dengan menentukan skala nilai 1 - 5 . Isu yang memiliki total skor 
tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya maka akan 

dijelaskan isu prioritas yang di piiih menggunakan teknis USG sebagai 

berikut:
1. Urgency artinya seberapa mendesaknya suatu isu untuk segera 

dibahas, dianalisis dan ditindak lanjuti.
2. Seriousness artinya seberapa Seberapa serius isu tersebut 

perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan 

penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu 

tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain 

kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti 
bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat 
menimbulkan masalah lain adaiah lebih serius bila 

dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.
3. Growth adaiah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu 

tersebut jika tidak ditangani segera.

Isu yang dipilih sebagai prioritas adaiah isu yang pertama yaitu 

Penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR Rl 
Belum terstandar. Dalam menganalisa isu-isu yang muncul diatas 

akan dilakukan analisa penetapan prioritas isu menggunakan metode 

USG (Urgency, Seriousness dan Growth) sperti dijelaskan tabel 

dibawah ini:

12



label 1 label USG

Isu
Kriteria

Total Rangking
Urgensi Seriousness Growth

1. Belum terdapat
keseragaman dalam 
penyusunan kertas 
kerja khususnya
kertas kerja reviu 
atas laporan
keuangan DPR Rl.

5 5 3 13 1

Belum adanya
system reward and 
punishment yang ada 
di lingkungan
Inspektorat 1 Setjen 
dan BK DPR Rl.

3 3 4 10 3

3. Belum terdapat format 
baku terkait form 
permintaan
data/dokumen audit 
kepada audetee.

4 3 5 12 2

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU
Terkait dengan isu belum eragamnya penyusunan kertas kerja 

reviu atas laporan keuangan oleh auditor inspektorat I terdapat 
beberapa hal yang periu mendapat perhatian, diantaranya;
1. Pada dasarnya dalam Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang 

Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR Rl, telah 

dicantumkan format kertas kerja reviu namun, masih bersifat 

umum.
2. Dari basil pengamatan dokumen terkait reviu laporan keuangan 

DPR R! semester I dan semester II tahun 2017 dan 2018, serta 

wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat I, kertas 

kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan 

belum terdapat keseragaman dikarenakan terdapat beberapa
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kendala dalam pelaksanaan tugas reviu atas Laporan Keuangan 

DPR Rl.
3. Sebagaimana disampaikan oleh pusdiklatwas BPKP dalam modul 

penyusunan kertas kerja audit untuk memenuhi prinsip-prinsip 

penyusunan kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan 

beberapa hal diantaranya, kertas kerja harus relevan, sesuai 
dengan program kerja, lengkap dan cermat, mudah dipahami, 
rapi, efisien, dan harus seragam.

Terkait dengan Urgency , Seriousness, serta growth dari 

isu ini maka gagasan yang dipilih penulis adalah melakukan 

penyeragaman penyusunan kertas kerja untuk kegiatan reviu 

laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel serta 

mendistribusikannya kepada seluruh auditor di inspektorat I 
sesuai dengan dalam Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang 

Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR Rl dengan 

harapan memudahkan pelaksanaan kegiatan reviu laporan 

keuangan periode selanjutnya. dan utamanya agar dapat 
menyeragamkan seluruh penyusunan kertas kerja reviu laporan 

keuangan sehingga memudahkan ketua tim dalam melakukan 

penyusunan laporan reviu, memudahkan proses kendali mutu, 
memperjelas proses dan hasil reviu, serta tercipta keseragaman 

penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan yang sesuai 
peraturan yang berlaku, sehingga dengan begitu diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas kegiatan reviu serta kualitas laporan 

keuangan itu sendiri untuk mempertahankan opini WTP dari 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

14



D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : Inspektorat I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

Identifikasi Isu ; 1. Belum terdapat keseragaman dalam penyusunan kertas kerja khususnya kertas kerja

reviu atas laporan keuangan DPR Rl.
2. Belum terdapat format baku terkait form permintaan data/dokumen audit kepada 

audetee.

3. Belum adanya system reward and punishment yang ada di lingkungan Inspektorat I 

Setjen dan BK DPR Rl.

Isu yang Diangkat : Belum terdapat keseragaman dalam penyusunan kertas kerja khususnya kertas kerja

reviu atas laporan keuangan DPR Rl.

Gagasan 

Pemecahan Isu

: Melakukan penyusunan dan penyeragaman kertas kerja untuk kegiatan reviu laporan

keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan dalam Persekjen No. 6 tahun
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2017 tentang Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR Rl serta mendistribusikannya 

kepada seluruh auditor di Inspektorat I dengan harapan memudahkan pelaksanaan kegiatan 

reviu laporan keuangan periode selanjutnya, dan utamanya agar dapat menyeragamkan 

seluruh penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan sehingga memudahkan ketua tim 

dalam melakukan penyusunan laporan reviu, memudahkan proses kendali mutu, memperjelas 

proses dan hasil reviu, serta tercipta keseragaman penyusunan kertas kerja reviu laporan 

keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan begitu diharapkan dapat 
meningkatkan kuaiitas kegiatan reviu serta kualitas laporan keuangan itu sendiri untuk 

mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
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Tabel 2 Tabel Kegiatan Rancangan Aktualisasi

No
1.

Kegiatan
Pembahasan
rencana
pelaksanaan
kegiatan
aktualisasi.

Tahapan
Kegiatan

Membuat 
Proposal 
rancangan 
Rapat Internal 
dengan unit 
kerja
Inspektorat I
untuk
melakukan
konsultasi dan
meminta
persetujuan
mentor serta
seluruh
auditor
inspektorat I.

Output/Hasil

Proposal
Catatan
mentor dan
auditor
Undangan
Rapat
Laporan
singkat hasil
rapat
Daftar hadir
kegiatan
rapat
Lembar
pengesahan

Keterkaitan Substansi Mata 
Pelatihan
Peranan dan kedudukan ASN 
pada kegiatan ini adalah 
Manajemen ASN, dikarenakan 
dalam melakukan koordinasi 
terkait penyampaian
rancangan aktualisasi
dibutuhkan kompetensi dalam 
melakukannya, Pelayanan 
Pubiik dltandai dengan 
adanya keterkaitan antara 
seluruh auditor Inspektorat I 
dimana dalam melakukan 
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik 
termasuk untuk hasil reviu ini, 
serta membiasakan diri untuk 
bersikap jujur, dan juga peran 
Whole of Government 
ditunjukan dengan system 
kolaborasi antara auditor 
Inspektorat I dalam upaya 
mendukung rencana
pelaksanaan aktualisasi.
Pada kegiatan ini. hal pertama 
yang akan dilakukan adalah 
mempersiapkan Surat
Undangan kepada seluruh 
pegawai dari unit inspektorat I. 
Dalam surat undangan ini 
seiain menerangkan rencana 
kegiatan dan jadwal kegiatan

Seluruh 
pegawai 
inspektorat! 
Setjen dan 
BK DPR Rl.

Kontribusi Terhada^ 
Visi Misi Organisasi

ini
visi

yaitu

I yang

dan
daiam

Kegiatan 
mendukung 
Inspektorat 
Mewujudkan 
Inspektorat 
Profesionai, 
Independen,
Akuntabel,
Berintegritas 
rangka mendukung 
peningkatan kinerja 
Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian 
DPR Rl. Karena hasil 
dari aktualisasi ini 
diharapkan akan 
memiiiki outcome yang 
berdampak bagi 
Inspektorat I yaitu 
meningkatkan kualitas 
kegiatan reviu laporan 
keuangan sehingga 
akan meningkatkan 
kuaiitas dari laporan 
keuangan itu sendiri 
sehingga dapat
mempertahankan opini 
WTP dari Badan 
Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia.

Kenguaian Niiai 
Organisasi

Penguatan nilai organisasi
dalam kegiatan ini adalah 
Profesionai. Karena dalam 
melakukan pembenahan 
permasalahan dibutuhkan 
Profesionalisme dalam 
pengerjaannya sehingga 
pembenahan yang
dilakukan tepat sasaran 
dan efisien. Dalam 
melakukan pembenahan 
permasalahan juga dituntut 
harus bisa
mempertanggungjawabkan 
nya dengan baik dan tidak 
dilakukan dengan
sembarangan.
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juga berisi permohonan 
partisipasi dari seluruh 
pegawai di inspektorat I untuk 
hadir daiam kegiatan rapat 
tersebut. Daiam kegiatan ini 
diharapkan adanya kegiatan 
musyawarah untuk mufakat 
dan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis 
dan para auditor daiam 
menduskusikan dan
menentukan dasar hukum, 
bentuk serta isi yang akan 
tercantum daiam kertas kerja 
reviu iaporan keuangan yang 
akan disusun. Pada saat 
menyampaikan paparan 
kepada pihak terkait penulis 
akan berperilaku yang 
mencerminkan beretika luhur 
(Etika Publik). Dan dengan 
adanya kegiatan ini 
diharapkan dapat menjadi titik 
awal membangun komitmen 
pegawai untuk jangka panjang 
(Komitmen Mutu). Tentu saja 
isi dari output yang dihasilkan 
harus Jujur (Anti Korupsi dan 
Akuntabilitas) tentang
kegiatan apa yang akan 
penulis lakukan.
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2. Pengumpulan
data.

Melakukan
permintaan
data
terkait reviu
laporan
keuangan
sebelumnya.
Melakukan
wawancara
dan
diskusi
dengan ketua 
tim
kegiatan
reviu
laporan
keuangan
periode
sebelumnya.

Dokumen
kertas kerja
reviu laporan
keuangan
periode
sebelumnya,
Peraturan-
peraturan
terkait
kegiatan
reviu laporan
keuangan.
Catatan hasil
wawancara.

Peranan dan kedudukan ASN 
pada kegiatan ini adalah 
Manajemen ASN, dikarenakan 
dalam melakukan
pengumpulan dokumen terkait 
penyususnan kertas kerja 
reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam 
melakukannya. Pelayanan 
Publik ditandai dengan
adanya keterkaitan antara 
seluruh auditor Inspektorat I 
dimana dalam melakukan
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik 
dari hasil reviu ini, dan 
membiasakan diri untuk 
bersikap jujur, dan Whole of 
Government ditunjukan 
dengan system kolaborasi 
antara auditor Inspektorat I 
dalam upaya mendukung 
rencana pelaksanaan
aktuaiisasi.

Tahap pertama dalam 
kegiatan ini adalah melakukan 
pembicaraan atau interview 
dengan auditor inspektorat I 
untuk memberikan kejelasan 
target dan agar dapat 
bertanggung jawab atas 
kebenaran dokumen-dokumen

Staf TU 
Inspektorat I. 
Auditor 
Inspektorat I, 
Penulis.
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3. Pembuatan 
format kertas 
kerja reviu 
laporan 
keuangan.

• Membuat 
konsep kertas 
kerja reviu.

• Menyusun 
kertas kerja 
reviu laporan 
keuangan 
menggunakan 
Ms. Excel.

Form kertas 
kerja reviu 
laporan 
keuangan 
berbasis Ms. 
Excel.

yang dikumpulkan
(Akuntabilitas) kegiatan
aktualisasi yang akan 
dilakukan. Juga diperlukan 
wawancara, musyawarah dan 
diskusi (Nasionalisme) tentang 
hal-hal yang berkaitan selama 
aktualisasi diantaranya terkait 
dokumen dokumen yang 
dibutuhkan.

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah 
Manajemen ASN, dikarenakan 
dalam melakukan
penyususnan kertas kerja 
reviu laporan keuangan 
dibutuhkan kompetensi dalam 
melakukannya. Pelayanan 
Publik ditandai penulis harus 
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik 
dari hasil reviu ini, dan 
membiasakan diri untuk 
bersikap jujur, dan Whole of 
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi 
antara auditor Inspektorat I 
dalam upaya mendukung 
rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Tahap pertama dalam 
kegiatan ini adalah melakukan

Penulis dan
Mentor.
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pembicaraan atau interview 
dengan auditor inspektorat I 
untuk memberikan kejelasan 
target (Akuntabilitas) kegiatan 
aktualisasi yang akan 
dilakukan. Wawancara juga 
diperlukan untuk melakukan 
musyawarah (Nasionalisme) 
tentang hal-hal yang berkaitan 
selama aktualisasi
diantaranya terkait
keuntungan dan hambatan. 
Selama bermusyawarah, 
penulis akan menunjukkan 
sikap profesional (Etika 
Publik) untuk menunjukkan 
bahwa penulis bekerja dengan 
berorientasi dengan mutu 
(Komitmen Mutu) agar tercipta 
kepercayaan dari para auditor 
selaku pengguna kertas kerja 
reviu yang akan disusun. 
Langkah berikutnya adalah 
meminta dokumen yang 
berkaitan dengan reviu 
laporan keuangan saat ini 
untuk diobservasi. Selama 
melakukan observasi
dokumen penulis akan 
melakukannya dengan kerja 
keras (Anti Korupsi) sehingga 
output yang akan dihasilkan 
bisa maksimal. Langkah 
selanjutnya adalah melakukan
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penyusunan kertas kerja reviu
laporan keuangan dengan 
berdasarkan Persekjen No. 6 
tahun 2017 tentang pedoman 
reviu laporan keuangan DPR 
RI.

4. Sosialisasi • Menentukan • Undangan
Pengisian jadwal rapat Rapat
kertas kerja • Memaparkan • Laporan
reviu laporan cara pengisian singkat
keuangan berdasar kegiatan
kepada pedoman di sosialisasi
auditor persekjen no • Daftar hadir
inspektorat 1. 6 tahun 2017 kegiatan

tentang reviu
laporan
keuangan.

• Membuat 
catatan rapat.

rapat

Peranan dan kedudukan ASN 
pada kegiatan ini adalah 
Manajemen ASN, dikarenakan 
dalam melakukan sosialisasi 
terkait penyususnan kertas 
kerja reviu laporan keuangan 
dibutuhkan kompetensi dalam 
melakukannya. Pelayanan 
Publik ditandai dengan 
adanya keterkaitan antara 
seluruh auditor Inspektorat I 
dimana dalam melakukan 
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik 
dari hasil reviu ini, dan 
membiasakan diri untuk 
bersikap jujur, dan Whole of 
Government ditunjukan
dengan system koiaborasi 
antara auditor Inspektorat I 
dalam upaya mendukung

Staf TU 
Inspektorat I, 
Auditor 
Inspektorat I, 
Penulis.
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rencana
aktualisasi.

pelaksanaan

Pada kegiatan ini, ha! pertama 
yang akan dilakukan adalah 
mempersiapkan Surat
undangan kepada seluruh 
pegawai dari unit inspektorat I. 
Dimana dalam surat 
undangan ini selain 
menerangkan rencana
kegiatan dan jadwal kegiatan 
juga berisi permohonan 
partisipasi dari seluruh 
pegawai di inspektorat I untuk 
hadir dalam kegiatan rapat 
tersebut. Dalam kegiatan ini 
diharapkan adanya kegiatan 
musyawarah untuk mufakat 
dan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis 
dan para auditor dalam 
memperhatikan dan
memberikan penilaian, serta 
saran terkait kertas kerja reviu 
laporan keuangan yang telah 
disusun. Dalam penyampaian 
format kertas kerja dan 
sosialisasi petunjuk pengisian 
kertas kerja penulis akan 
berperilaku yang
mencerminkan beretika luhur 
(Etika Publik). Dan dengan 
adanya____ kegiatan_____ini_
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5. Pendistribusi • Pengumpula • Daftar
an form n alamat email para
kertas kerja email para auditor
reviu Iaporan auditor. • Bukti
keuangan • Menditribusi pengiriman
kepada kan kertas /pendistrib
seluruh kerja ke usian
auditor seluruh kertas
inspektorat 1. auditor kerja reviu

dengan kepada
menggunaka seluruh
n email. auditor

inspektorat
1 melaiui E- 
mail DPR. 
(Screensho 
t).

diharapkan dapat menjadi titik 
awal membangun komitmen 
pegawai untukjangka panjang 
(Komitmen Mutu). Tentu saja 
isi dari iaporan singkat hasil 
sosialisasi harus Jujur (Anti 
Korupsi Akuntabilitas) tentang 
kegiatan apa yang akan 
penulis lakukan.

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah 
Manajemen ASN, dikarenakan 
dalam melakukan
pendistribusian kertas kerja 
reviu Iaporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam 
melakukannya. Pelayanan 
Publik ditandai dengan
adanya keterkaitan antara 
seluruh auditor Inspektorat I 
dimana dalam melakukan
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik 
dari hasil reviu ini, dan 
membiasakan diri untuk 
bersikap jujur, dan Whole of 
Government ditunjukan 
dengan system kolaborasi 
antara auditor inspektorat I 
dalam upaya mendukung 
rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Auditor
Inspektorat I, 
Penulis.
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kegiatan yang dilakukan 
adalah mengirimkan format 
kertas kerja reviu laporan 
keuangan melalui email dpr 
masing-masing auditor. Dalam 
kegiatan ini diharapkan 
adanya kegiatan kerja sama 
(Nasionalisme) antara penulis 
dan para auditor untuk 
memastikan apakah kertas 
kerja reviu laporan keuangan 
yang telah dikirim sudah 
diterima. Dalam
pendistribusian format kertas 
kerja dan sosialisasi petunjuk 
pengisian kertas kerja penulis 
akan berperilaku yang 
mencerminkan beretika luhur 
(Etika Publik). Dan dengan 
adanya kegiatan ini 
diharapkan dapat menjadi titik 
awal membangun komitmen 
pegawai untuk jangka panjang 
(Komitmen Mutu). Tentu saja 
isi dari laporan singkat hasil 
sosialisasi harus Jujur (Anti 
Korupsi) tentang kegiatan apa 
yang akan penulis lakukan.
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6. Uji coba 
Kertas kerja 
reviu laporan 
keuangan

Melakukan uji
coba kertas
kerja Pada
penugasan
reviu atas
laporan
keuangan
Triwulan III
Tahun
Anggaran
2019

• Kertas Kerja 
Reviu dan 
Catalan 
Hasil Reviu

Peranan dan kedudukan 
ASN pada kegiatan ini adalah 
Manajemen ASN, dikarenakan 
dalam melakukan uji coba dan 
evaluasi terhadap kertas kerja 
reviu laporan keuangan yang 
telah disusun membutuhkan 
kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan 
Publik dalam melakukan 
pengawasan penulis harus 
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik 
pada hasil reviu ini, dan Whole 
of Government ditunjukan 
dengan system kolaborasi 
antara penulis dengan auditor 
Inspektorat I dalam upaya 
mendukung rencana
pelaksanaan aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal 
pertama yang harus dilakukan 
adalah melakukan uji coba dan 
evaluasi terhadap kertas kerja 
untuk mendapatkan kertas kerja 
reviu Laporan Keuangan yang 
terbaik untuk periode berikutnya 
(Komitmen Mutu). Dalam
kegiatan ini diharapkan adanya 
kegiatan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis 
setaku penyusun form kertas 
kerja dan auditor selaku
pengguna kertas kerja laporan 
keuangan dalam penerapan 
dan koreksi terkait kekurangan 
serta memberikan saran 
perbaikan terkait kertas kerja 
reviu laporan keuangan yang
telah disusun.

Auditor
Inspektorat
I
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BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI
Tabel 3 Rekapitulasi Kegiatan Akualisasi

No Kegiatan

Pembahasan
rencana
pelaksanaan
kegiatan
aktualisasi

Pengumpulan
data

Waktu
Pelaksanaan
Senin, 7 
Oktober 2019

1 Oktober 
2019 s.d 23 
Oktober 2019

Tempat
Pelaksanaan

Ruang Rapat 
Inspektorat I, 
Gedung Setjen 
dan BK DPR Rl 
Lt.5, Ruang 
508.

Eviden

Undangan
Rapat
Daftar Hadir Rapat 
Catalan saran 
/masukan dari 
mentor dan Auditor 
Inpektorat I 
Laporan singkat 
Proposal 
Rancangan 
Aktualisasi 
Lembar
pengesahan yang 
sudah di 
tandatangani

Nilai ANEKA

Peraturan Menteri 
Keuangan No. 255 
Tahun 2015 
tentang Standar 
Reviu Atas 
Laporan Keuangan 
Kementrian 
Negara/Lembaga. 
Persekjen No. 6 
tahun 2017 tentang 
pedoman reviu 
laporan keuangan 
DPR Rl.
Peraturan Menteri 
Keuangan No. 
270/PMK.05/2014 
Tentang
Penerapan Standar 
Akuntansi 
Pemerintah 
Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah 
Pusat.
Kertas Kerja Reviu 
Laporan Keuangan

Akuntabilitas 
Nasionalisme 
Etika Publik 
Komitmen 
Mutu
Anti Korupsi

Akuntabilitas 
Etika Publik 
Komitmen 
Mutu

27



Pseudo Triwulan III 
Tahun Anggaran 
2018.

• Kertas Kerja Reviu 
Laporan Keuangan 
Semester II Tahun 
Anggaran 2017.

3.
Pembuatan 
format kertas 
kerja reviu 
laporan 
keuangan.

8 Oktober
2019 s.d 20
Oktober 2019

• Format Kertas
Kerja Reviu
Laporan Keuangan 
Tahun Anggaran
2019 berbasis Ms. 
Excel.

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik
• Komitmen

Mutu
• Anti Korupsi

4,
Sosialisasi 
Pengisian dan 
Evaluasi kertas 
kerja reviu 
laporan 
keuangan 
kepada auditor 
inspektorat 1.

23 oktober
2019

Ruang Rapat 
Inspektorat I, 
Gedung Setjen 
dan BK DPR Rl 
Lt.5, Ruang
508.

• Daftar Hadir
Kegiatan
Sosialisasi

• Undangan Kegiatan 
Sosialisai

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik
• Komitmen

Mutu
Anti Korupsi

5.
Pendistribusian 
form kertas kerja 
reviu laporan 
keuangan 
kepada seluruh 
auditor 
inspektorat 1

23 Oktober 
2019

• Daftar alamat e- 
mail auditor 
Inspektorat 1 setjen 
dan BK DPR Rl

• Bukti pengiriman / 
pendistribusian
Form Kertas Kerja 
Reviu atas Laporan 
Keuangan kepada 
seluruh auditor
Inspektorat 1
melalui E- mail 
DPR. (Screensho t).

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik
• Komitmen

Mutu
• Anti Korupsi

6.
Uji coba Kertas 
kerja reviu 
laporan 
keuangan

24 Oktober 
2019 s.d 31 
Oktober 2019

• Kertas Kerja Reviu, 
Ikhtisar Hasll reviu, 
dan Catalan Hasil 
Reviu Laporan 
Keuangan Tahun 
Anggaran 2019.

• Nasionalisme
• Komitmen

Mutu
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A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

1. Pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi

Pada kegiatan pertama ini penulis melakukan rapat koordinasi 

dengan seluruh pegawai dilingkungan inspektorat I pada pada tanggal 

7 Oktober 2019, dengan maksud meminta persetujuan mentor serta 

seluruh auditor inspektorat 1 untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, 

sekaiigus melakukan konsultasi terkait rancangan dan output dari 

kegiatan aktualisasi ini agar diperoleh hasil atau output yang terbaik, 

sehingga tercapai tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan reviu 

laporan keuangan. Pada kegiatan ini penulis memaparkan dan 

menjelaskan rencana, tujuan, dan tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Dalam hal ini 

penulis memperoleh dukungan serta masukan dari para auditor baik 

terkait penulisan rancangan aktualisasi maupun bakal output yang 

akan dihasilkan yaitu kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR 

Rl. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur I dan hampir seluruh auditor di 

Inspektorat Utama.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan analisis isu dan 

koordinasi terkait penyampaian rancangan aktualisasi dibutuhkan 

kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik ditandai 

dengan adanya keterkaitan antara seluruh auditor Inspektorat I 

dimana dalam melakukan pengawasan harus bersikap professional 

termasuk memberikan kualitas terbaik salah satunya meiaului hasil 

reviu laporan keuangan. Reran Whole of Government ditunjukan 

dengan system kolaborasi antara auditor Inspektorat I dalam upaya 

mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.

Hal pertama yang dilakukan pada tahapan kegiatan ini adalah
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mempersiapkan Surat Undangan kepada seluruh pegawai dari unit 

inspektorat 1. Dalam surat undangan tersebut selain menerangkan 

rencana kegiatan dan jadwal kegiatan, juga berisi permohonan 

partisipasi dari seluruh pegawai di inspektorat I untuk hadir dalam 

kegiatan rapat tersebut. Dalam kegiatan rapat tersebut, penulis 

merasakan adanya kerja sama, sikap saling menghormati pendapat 

dalam dikusi, dan musyawarah untuk mufakat (Nasionalisme) antara 

penulis dan para auditor dalam menduskusikan rancangan 

aktualisasi, menentukan dasar hukum terkait aktualisasi, serta isi 

yang akan tercantum dalam kertas kerja reviu laporan keuangan 

yang akan disusun.

Pada saat melakukan pemaparan rancangan aktualisasi kepada 

pihak terkait, penulis telah berperilaku yang mencerminkan etika 

luhur (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan 

dapat menjadi titik awal membangun komitmen dalam meningkatkan 

dan menjaga kualitas pemeriksaan (Komitmen Mutu). Tentunya 

bentuk dari bukti dokumen yang dikumpulkan penulis harus Jujur 

(Anti Korupsi dan Akuntabilitas), dan pelaksanaan aktualisasi 

sesuai dengan masukan para auditor Inspektorat I, dan benar-benar 

ada.
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Gambar 2 Rapat Koordinasi terkait pemaparan rancangan aktualisasi 

2. Pengumpulan data

Pada kegiatan pengumpulan data ini penulis menghubungi, 
melakukan wawancara, dan meminta copy data yang berkaitan 

dengan kegiatan reviu laporan keuangan periode sebelumnya dari 
auditor yang pernah ditugaskan pada kegiatan reviu atas laporan 

keuangan DPR Rl, adapun contoh data tersebut seperti kertas kerja 

yang pernah dibuat. Pada tahapan ini penuiis juga menanyakan 

dasar hukum yang menjadi acuan kegiatan reviu tersebut.
Selain melakukan wawancara langsung penulis juga akan 

mencari peraturan terbaru dan mencari komparasi atau perbandingan 

dari Kementerian/Lembaga lain yang telah memiliki kertas kerja 

terstandar di lingkungannya melalui internet dengan tujuan 

menghasilkan output yang maksimal.
Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan pengumpulan 

dokumen terkait penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan 

dibutuhkan kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik 

ditandai dengan adanya keterkaitan antara seluruh auditor
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Inspektorat I dimana pada saat penulis melakukan pengumpulan data 

auditor menunjukan sikap professional yaitu kooperatif memberikan 

data dan keterangan terkait kegiatan reviu laporan keuangan. Dan 

Whole of Government ditunjukan dengan system kolaborasi antara 

auditor Inspektorat I dalam upaya mendukung rencana pelaksanaan 

aktualisasi.

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan 

pembicaraan atau interview dengan auditor inspektorat I untuk 

memberikan kejelasan target dalam penyampalan tujuan dalam 

melakukan permintaan data (Nasionalisme), penulis akan bersikap 

penuh sopan santun (Etika Publik), yang kedua penulis akan 

melakukan Browsing untuk mencari peraturan terbaru dan mencari 
komparasi atau perbandingan dari Kementerian/Lembaga lain yang 

telah memiliki kertas kerja terstandar di lingkungannya, untuk 

meningkatkan wawasan dan kompetensi penulis sehingga 

menghasilkan kertas kerja yang terbaik (Komitmen mutu). Dan 

penulis akan bertanggung jawab atas kebenaran dan kerahasiaan 

dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan (Akuntabilitas) untuk 

menunjang kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Adapun dokumen 

yang telah terkumpul sebagai berikut: (Lampiran Kegiatan 2)
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Darter Peraturan Seiiwn

Aao^vi I0M4

4 ^
^ «Mt (JW

Ae«v^‘

•• MwiINtia

a PlP«il<Ml»W» •

!J> ii^TI "[rtf-il ^liri

Gambar 3 Penulis melakukan Browsing untuk mencari Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 
Tentang Pedomn Revlu Atas Laporan Keuangan Oewan Perwakilan Rakyat

Repubiik Indonesia

Program kerja reviu (pkr) 
Kertas kerja reviu (KKR) 

CaTATAN HASIL reviu (CHR) 
IkHTISAR HASIL REVIU (IHR) 

ATAS REVIU Laporan Keuangan

ifOLEH;

QIVM HAEHSURYA. SE, MjW. Q(A 
AudtorMadya Man NsmenrfeteWMf

Gambar 4 Penulis melakukan Browsing untuk mencari komparasi terkait 
penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan ke kementerian/Lemabaga

lain
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uaw.

GambarS Penulis melakukan Browsing untuk mencari Peraturan Menteri 
Keuangan Republik lndonesiaNo.255 /PMK. 09/2015 Tentang Standar Reviu Atas 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

3. Pembuatan/Penyusunan format kertas kerja reviu taporan 
keuangan.

Pada kegiatan ini, penulis dibantu mentor menyusun kertas kerja 

menggunakan Ms. Excel, dengan tujuan memudahkan dalam 

pengerjaan dan penggunaan kertas kerja atas reviu laporan 

keuangan itu sendiri, penyusunan kertas kerja ini mengacu pada 

Persekjen No. 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Reviu Laporan 

Keuangan DPR Rl, Peraturan Menteri Keuangan No. 255 Tahun 

2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian 

Negara/Lembaga, serta berdasarkan masukkan-masukan yang telah 

diterima dari auditor pada saat pembahasan rencana aktualisasi.
Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan penyusunan kertas 

kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan kompetensi dalam 

melakukannya. Pelayanan Publik ditandai penulis harus professional 
termasuk memberikan kualitas form kertas kerja reviu laporaan 

keuangan yang terbaik, dan Whole of Government ditunjukan
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dengan sistem kolaborasi antara auditor Inspektorat I dalam upaya 

mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.
Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan diskusi 

dengan mentor untuk memberikan kejelasan target yang akan 

dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas) kegiatan aktualisasi yang 

akan dilakukan. diskusi (Nasionalisme) juga diperlukan untuk 

membahas tentang hal-hal yang berkaitan selama aktualisasi 
diantaranya terkait keuntungan dan hambatan. Selama menysusun 

kertas kerja, penulis akan menunjukkan sikap profesional (Etika 

Publik) untuk menunjukkan bahwa penulis bekerja dengan 

berorientasi dengan mutu (Komitmen Mutu), agar tercipta 

kepercayaan dari para auditor selaku pengguna kertas kerja reviu 

yang akan disusun.
Langkah berikutnya adalah menelaah dokumen yang telah di 

peroleh yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan saat ini untuk 

diobservasi. Selama melakukan observasi dokumen penulis akan 

melakukannya dengan jujur dan kerja keras (Anti Korupsi), sehingga 

output yang akan dihasilkan bisa maksimal. Langkah terakhir 
adalah melakukan penyusunan form kertas kerja reviu laporan 

keuangan dengan berdasarkan Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang 

pedoman reviu laporan keuangan DPR Rl. Berikut adalah contoh 

Form kertas kerja reviu atas laporan keuangan yang telah disusun.
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA

SEKRETARIAT JENDERALDAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

e
'' M,"’'

inspektorat utama

Sekreunat Jenderai Dan Badan Keaniian Dewan 
Perwakiian Rakyat Repubiik Indonesia

No in05k$ KKR KKR LRAPNBP

Disusun Oien/Tancaai

Diioviu Oien/Tanaq:'.'

Di;e'.u,ui Oie'vT.mqcai

iJAPA □ i 1.....,. !>.. ........ 1 ■'........ k... ... .. ,

•<:~CO-^n LK n l?A □ 1 ■ ] U 1 Ml

u il..., . □ ■„.l K □
A^u^/i>^gmen^^*t^n^ele^iggor•a3•^ I'.................N...... M..........I>
Axuntansi

1......... .......... .. ...... . PNl«' IN,,. ■„ .1,.^,,, K. . ........................ ...... .........
...... ............ —....... .... .... ...........

I.,.,. „ .......I’NHP i O D.._____ [).......... ' .......
I.,,.. I'MHP LO Y..,,, M. „, H„ 'IJ..................... ..... .. > ............. .................. ■-

1................................ I'NHP'LO ---- ------------- - ., ......... (:.,i.K
Ookumen Yang Diperiukan

I1............... . n....PNiv' ! I)
M................. ,>I'Mn'ii................................. .. r>..........

1'...... ..........P......... ....... . PNHP Y„,.j M,.„. M.,„, 1J„.........

Gambar 6 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-PNBP
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA

SEKRETARlAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

r~ inspektoratutama
Sekretariat Jenderai Dan Badan Keahlian De^an 

Perwakiian Rakyat Repubiik Indonesia

No indeks KKR KKR LRA.BEL
DiSuSun Oien/TanaQ3l
DireviuOieti/Tanaaai
Disetuiui Oien/Tanqqai

,IA='A □ Dewan Perwakrian Rakvat RenuDiik inconesia

AKutViegine!VPeny2ie'-.c;ga''aan
AkL.rta''5i

□□ □□ ;,LK
□□

3-1 ynj ,

Gambar 7 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-Belanja

""I”.............. .. .................
L.......... ............... ,t., .............................. .............................. . ......................... ... ..................

................................A 5PM .J.r. SP2D
T........... .....................................B......... .....A,., .................................. ..........................a-,
1. « < 1 11 ) n . F" .. 1 ....................... ......................... .. . .n .............. , „ m , ---------------------- SSPB

N'"5’r" B"“"'

DokunBnY3ngPiper|iJkan.a-^;«(^'^j5^S§~
A.,....,, E...... .
A„....... S......
D--------S......... B...O P,.,..
□ ......-n DIPA
5... B-... P-.......A .... B...,-,.
BAS .......-.-A ,.n, ....
B.... ................ PNBP
Sbsi!PeiaksanaanLanakah-IanakaoRwlu(DaftarKKRPendukunq) •' ' ' J
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA

SEKRETARIAT JENDERALDAN UADAN KEAHLIAN DEWAN RERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

inspektorat Utama No InoeksKKR KKR 1 PE
C“i Sekretariat Jenderai Oan Badan Keaniian Dewan DiSuSiin Olen/Tanc.'iai

Perwakiian Rakyat RepuDUk Indonesia DiraviufUeP' I angqai
DiseiuiLii (Tisn.'l anciqai

MAPA rr n.... ........... .

1 K Ll I RA □ LO □ Lf:r
u M......... □ C..I K (J

Akurvbegmen/Penyeienggaraan
Akuntansi

1 I'l
Langkan-langkah Reviu ' , j^.i^es^suai^r^'TSK:! •

... S.i.i A~.c L......... .....
I-,.,. ........ D.-t... K..... .............. A------ /K- 4t, J.

I.............................. D.-..... .. 0... Ei.i'i'o 1 .... (UDIl N... .■ , P-.
I.RA C....... n DDEI .......... P........ , ....... . ..........p'"......

I «• < (11 .«p a V j •< f* * 1. « fe «j r> L) k»4 *1»• 1 ► *»> K« F.

1 IM b n«i .tak I.)K[ 1.
1 .... (DKi. 1)......... N.... . 1'.

j.1<i 1 r>«l JU jt > II ji,

... .. ‘ .............................. ....

.... ,,..3 ll m' . ..k I......................... ....... .... • . TAS.Ik .. .1 . yb.(.k Tr .k.bfA'

1.1.1. ................. .. ,... j .> ... -..- ..... . ........-.... . T............K ....
laliri i«p.»bka'i

(.<ir>f.>ri <n4\Mb .ica

' 11 •! «< h un g
ASei (•I4 4> V*n‘J •lM«ri<ria «alk«r

T.r.m. (BAST)
OaogAYk l.a

(>«•< (>■<«. « «*<

AO D*ri*< BMN JAr.

I------------------------------ ---------- - . ... s.... 1,.......... ...... ........... LPE

I A 1 < • • •<<««• 4'' U M \u' f«rk]*pst jk4M> 1. aporan Eh mKav giur'*jA.*|ib>A*> A* A i^Ak«<T> C«At*lAO

Dokurren Yang Diperlukan
A L-----------------

A,.... .... Sj.c.

I'--------- .S...........P.j..

1 1 . ,m.- Dll'A

H..-.. B-... P".M .... B-m,.,.,

BAS ..... . .................-

.... PNBP

“

i>................ ................ .. D ........... n... i„ , l.... (DDf'l )

1’......s,... ...... ............D.. K-. r. . 1 .... (DKt.1

I'.,,,...... ........... . M

I>.,.... .. ,J,.p , T ..........

11,, ............. ............ ......... 1...... M.s... 1... r,K-. ...
V...... .. . ........ 5..........'!)..... . 1-0

K...,
.. .... fc........ ,,r'c...... ... L...

Gambar 8 Kertas Kerja Reviu Laporan Perubahan Ekuitas
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
AKUN BELANJA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

inspeMorat Utama No InOeks KKR KKR AT
Sekretartat jenoerai Dan Bai3an Keaniian Dewan □ is^kin 0!en'n.2,'’cca|

Perwakilan Rakyat RepuDi'k inoonesia Dir.rV.uGi=(-'Tj-or;l
Diseu,|i)i Oien/Tanqqa!

IT

AKu'i;bec|rren,,Penye'';nggar2an
AkLinioi1";.

□□ □□ U□

C.LK
T«I»P O • N-f *1* 1. l«T»p*r.»». • l » .»ln 1 * rrv p « • ,i rv

BMN
1 .»1M» »|> 4k 4ri 1 Ml.ip (m .i I Km B.im-Jmu K^n.» ir .«>> Op-i .h] y .in.j ti.| .li.

A^•t (•••p yj"<J t">** <l*ri «t*u iJirT»«r>fa(itkw*> piK»k y*«i Ik

loln'i <J<pLjkiik«n k«bagA< oatri.»ttit>.iH«•» Ak«r Tatap nia>« A««t l_»m

Mi^i*iM< <*kpn»Oid’i« aolrxa DjftAf B»>< «•*>« Mpoai ppn4<np .»>».m A^«* 1 •! alao A-.** 1 jm*

T-i<ir *pAk«h muLak» ia>i»l»ar» Oai« kiitr»ioj <nhMkuh4n iJaMm SIMAK BMN talah >1 ».Ti>k«<««g

iMnQa'k aokuman urttuk Tr«tk«r«» MskUk. R«k i Aft»fih «»• P«r(u«a*sr«. P»rolat«a>«

l.air»«»ya, N*lii Afta», K»r»kft» PannktAtAP N n 4< K«»»k>* Nilai T < rn P*n*rt»L>«'« Aft*t.

P«p«r<'tiaan Aftat Taiap Rar'u.fts*. f’«>< ap ^ . T•«r^^rar Kau«ar. Hibari [Kalukr) , R« H l «fti r> k «>•

Korakfti P«pc»tpt«n. P*ngki«Pt<»P A*»at dan P»ng.>«rnaan. Sai>)R A«hrr Tar«uM Barjalan, p«oaiu»i«r»n

k« dok k^roan’ddkwr*'a«' lo'^aii

Tkliii apah f»h untuta A*«T yar»g .raiam aoM.tiM Rukak B»MHiU«af>g (kiari d i rpK Iasi f k« am Aa«i Lsmnya.

T...P .. .4,,,, Asa, 1 ft.............

T.,... ...................P.n,.,,............... A,.. T.,,n ....r, ,,-.J 1-....-

A.. ........S.., .

A„,...... I U..,..

Aui.. S--

P,.„...................... A,„ ........1... 1 ........... HMN

l>..... . [1.......... K..„........ ... HMN I>...., ,n ......... ........C.l K
P,.,........ P.................DMN .... 1’-...,... ............. .........C.LK
K,. .......... R-,...,. M ... r.....m- ...... A-.... .......P.......... .
P,..„........ 1 ......... K... ..., RMN ...... .. [>,.S............. .
P....... ........................... A-..., r.......R...... R......
f^.nol *lk i.tit P«iM yi>M>r 111 l.<l«k>

Gambar 9 Kertas Kerja Reviu Neraca
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KERTAS KERJA REVIU {KKR)
AKUN BELANJA

SEKRETARIAT JENOERALDAN BADAN KEAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

inspekwrat Utama
Sekretariat Jendfifai Dan Badan Keahiian Oewan 

^ : Perwakilan Rakyat RepuDiik Indonesia

No inaeks KKR KKR CALK
Oisusun OieWTanaqai
Dri'eviij O.sn/Tanqaai
DiSc’.uiui OieriTo'qqqi

UAPA I U L1-'-...k.....R........
Koinpcnen LK u 1 RA □ 1 0 □ |l l-'l

u U CJ K □ 1
Akjn/Segmen/Penyelenggaraan
Ak’jntansi

S...... ...... ........ LK

I........A-.-, I.„

Dokijiren Vang DipArlukan

Htisii Peioksanaan Lingkoi'-'angkan Re\nu (DaKar KKR Penoukung^

Gambar 10 Kertas Kerja Reviu Catalan Atas Laporan Keuangan
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inspektorai Utama
(“j Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

1 iisir.1111 oii.'li/I.iiK|<|.ti

|llll■vlllOh'h^,llK;l|.ll

1 lls^^llllJl Oli'lV l;iiic|ii.il

1 lAI'A III 1 Dewan Perwakilan Rakyat RepAiDiik Indonesia

lklilis.li H.iMl Rwiini 1 i)(Kii,iii Ui'.ilisi'j Atkfi.it.in (1 kAl

No NmiiH Akiiii Salclij .1(1 Si.TiK'iiilxir join Si.'k'liilii MiiviiJ (Kp) llMil.tri Knrcksi (li|i)
St.iliis KiKckM

Siilrli'ih llsiil.'iri Knniksi 1 I.imI 
Hwiu (N|))Suilrtti l)ikoa‘k.',i (M()) Hriiifti DikiKi'ksi (ll(i)

HI in Ml Ml Ml Ml Id |K|

/. I'l Nl i.;l WAAN Nl c;AI4MiAN HIHAH

n NDAl'AI AM I'l Nl MIWAAN Ni I'.AMA HLIKAN I’AJAK

JUMI.AH f’EINDAPATAN

HI 1 AMA

lil 1 AN lA I'l (lAWAI (SI)

lol Al HI 1 AN lAI’l (jAWAI

HI 1 ANJA liAkAW. IV/)
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Gambar 11 Ikhtisar Hash Reviu Laporan Realisasi Anggaran
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Gambar 12 Ikhtisar Hasil Reviu-Laporan Operasional
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Inspekior a: uiama
f SekretariatJenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
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Gambar 13 Ikhtisar Hasil Reviu-Laporan Perubahan Ekuitas
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Gambar 14 Ikhtisar Hasil Reviu-Neraca

45



Kl VMIIHAN

........................... 1’..,.. K.i.j.

,,io............ ........
..........KI’I’N

IIIMI AIIKIWAIIHAN

1 KUMAS
,....
IIIMI Ai 11 Kill :as

TOTAL KEWAJISAN DAN EKUITAS

46



4. Sosialisasi Pengisian dan Evaluasi kertas kerja reviu laporan 

keuangan kepada auditor inspektorat I.

Pada kegiatan ini, penulis meiakukan sosialisasi terkait output 

dari kegiatan aktualisasi yang telah penulis lakukan yaitu kertas kerja 

reviu atas laporan keuangan DPR Rl, kegiatan ini diiaksakan pada 

23 Oktober 2019 dan dihadiri oleh Inspektur I serta seluruh auditor 

Inspektorat I. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini iaiah untuk 

memaparkan cara pengisian dan pengerjaan form kertas kerja ini 

berdasarkan Persekjen No. 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Reviu 

Laporan Keuangan DPR Rl (Terlampir di lampiran kegiatan 4) 

sehingga kertas kerja ini sudah bisa digunakan pada reviu laporan 

keuangan Pseudo (Triwulan III) dan reviu laporan keuangan 

semester II Tahun Anggaran 2019.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah 

Wlanajemen ASN, dikarenakan dalam meiakukan sosialisasi terkait 

penyususnan kertas kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan 

kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik ditandai 

dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh auditor 

Inspektorat I terkait tatacara pengguanaan dan pengisian kertas kerja 

reviu laporan keuangan ini untuk mempermudah auditor dalam 

penggunaanya. Dan Whole of Government ditunjukan dengan 

system kolaborasi antara auditor Inspektorat ! dalam upaya 

mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal pertama yang akan dilakukan adalah 

mempersiapkan surat undangan kepada seluruh pegawai dari unit 

inspektorat I. Dimana dalam surat undangan ini selain menerangkan 

rencana kegiatan dan jadwal kegiatan juga berisi permohonan 

partisipasi dari seluruh pegawai di inspektorat I untuk hadir dalam 

kegiatan rapat tersebut. Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan 

musyawarah untuk mufakat dan kerja sama (Nasionalisme) antara 

penulis dan para auditor dalam memperhatikan dan memberikan 

penilaian, serta saran terkait kertas kerja reviu laporan keuangan
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yang telah disusun dan juga penulis memberikan penjelasan terkait 
perbedaan antara Kertas Kerja yang penulis susun dengan kertas kerja 

yang sebelumnya disusun masing-masing auditor.

Dalam penyampaian format kertas kerja dan sosialisasi petunjuk 

pengisian kertas kerja penulis berperilaku yang mencerminkan beretika 

luhur (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 
menjadi titik awal membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang 

(Komitmen Mutu). Tentu saja isi dari bukti sosialisasi harus dikumpulkan 

dengan jujur (Anti Korupsi dan Akuntabilitas) tentang kegiatan apa 

yang akan penulis lakukan.

Gambar 15 Kegiatan rapat tim reviu laporan keuangan sekaligus Kegiatan 
Sosialisasi Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan yang telah diperbarui
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Gambar 16 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-PNBP yang telah
diperbarui
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Gambar 17 Kertas Kerja Reviu Laporan Reatisasi Anggaran-Belanja yang telah
diperbarui
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Gambar 18 Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran yang telah diperbarui 
(data menggunakan angka tidak sebenarnya)
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Reviu terhadap pengungkapan nllai yang tcrdapat Neraca, LRA, LO, iPE (periode yang berakhir 30 September 2018 dan 2017)

No Uralan Penjeiasan

1
Terdapal perbedaan pengungkapan nllal "PNBP Tahun 2018" antara yang tertera pada LRA 
(ftpX.8XX.XXX.127), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp2.X87.X7X.01X)

2
Terdapat perbedaan pengungkapan nllai "PNBP Tahun 2017" antara yang tertera pada LRA 
(RpX.2X7.080.XSl). berbeda dengan yang tenera pada LO (Rpl.X17.5X0.12X)

3
Terdapat perbedaan pengungkapan nllai "Belanja Pegawai Tahun 2018" antara yang tertera 
pada LRA (Rp72X.X02.X2X.5X7), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp72X.XXX.82X.X22)

4
Terdapat perbedaan pengungkapan nllai "Belanja Pegawai Tahun 2017" antara yang tertera 
pada LRA (Rp70X.202.2X2.5XX). berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp70X.lX2.8XX,177)

S
Terdapat perbedaan pengungkapan nllai "Surplus/DeflsIt-LO Tahun 2017" antara yang 
tertera pada LO ((Rp2.72X.5SX.502.18X)), berbeda dengan yang tertera pada LPE 
(IRpX.1X5.SOX,X21.5X7)1

kpr^mnnan-
Data unluk merevlu samoai denean 31 Oktober 2018 oukul ll.OOwib
Sumber dats/dokumen reviu adaiah hanva pada doKurnen Neraca« LRA, LO, LP£ (periode
berakhir 30 September 2018 dan 2017) tanual 26 Oktober 201B.

Reviu terbatas hanya pada kese$ua»an pengungkapan nilai-r^daf masing-masirTg akun pada pos*pos 
Neraca, LRA, LO, LPE (periode yang berakhir 30 September 2018 dan 2017).

. Selum dclakukan konfirmasi kegada penyusun LK terhadap hasil reviu tersebut

Gambar 19 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran yang belum diperbarui
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5. Pendistribusian form kertas kerja reviu laporan keuangan kepada 

seluruh auditor inspektorat I

Kegiatan ke-lima iaiah Pendistribusian form kertas kerja reviu 

laporan keuangan kepada seluruh auditor inspektorat I untuk 

dilakukan uji coba pada kegiatan reviu atas Laporan Keuangan per 30 

September 2019 (Triwulan III) DPR Rl Tahun Anggaran 2019. 

Pendistribusian dilakukan melalui E-mail @dpr tujuannya iaiah selain 

memudahkan juga dapat sebagai sarana penyimpanan sebagai back 

up data saat dibutuhkan.

Tahapan kegiatan yang pertama dilakukan adalah 

mengumpulkan alamat email para auditor, yang kedua mengirimkan 

format kertas kerja reviu laporan keuangan melalui email dpr masing- 

masing auditor sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kegiatan 

aktualisasi ini (Akuntabilitas). Dalam kegiatan ini terdapat kerja sama 

(Nasionalisme) antara penulis dan para auditor untuk memastikan 

apakah kertas kerja reviu laporan keuangan yang telah dikirim sudah 

diterima. Dalam pendistribusian format kertas kerja penulis akan 

berperilaku yang mencerminkan sikap etika luhur (Etika Publik). Dan 

dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal 

membangun komitmen pegawai untuk selalu memberikan kualitas 

terbaik terhadap setiap kegiatan pengawasan intern di lingkungan 

Setjen dan BK DPR Rl. (Komitmen Mutu). Tentu saja segala bentuk 

bukti dokumen harus benar adanya (Anti Korupsi) berdasarkan 

kegiatan yang telah penulis lakukan.
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Tabel 4 Daftar E-Mail Auditor Inspektorat I

No Nama Jabatan Alamat E-mail Tanda
Tanqan

1 Einstinanto, SH.,
M.Kn.

Auditor Muda einstinanto@dpr.go.id

2 Dyah Citra
Ariwidyasari, S.A.B., 
M.E.

Auditor Muda dyah.ariwidyasari @dpr.go. 
id

3 Heru Nugroho, SAB, 
M.AP.

Auditor
Pertama

heru.nugroho@dpr.go.id

4 Fabrina Mustika 
Ekawati, S.E.

Auditor
Pertama

fabrina.ekawati @ dpr.go.id

5 Mas Riky Surya 
Adinegara, S.Kom.

Auditor
Pertama

riky.adinegara@dpr.go.id

6 Dwi Nartami Setyorini, 
S.E.

Auditor
Pertama

dwi.nartami ©dpr.go.id

7 Hesekiel Marudut 
Morsa, S.E.

Auditor
Pertama

hesekiel.morsa@dpr.go.id

8 Mikael Abubakar, S.E. Auditor
Pertama

mikael.abubakar® dpr.go.i 
d

9 Yulista Tunjung, A.
Md.

Auditor
Pelaksana

yulista.tunjung ©dpr.go.id

10 Willy Zaher Rahman, 
A.Md., A.K.P

Auditor
Pelaksana

willy, rahman ©dpr.go.id

11 M. Afrizal Ardhi,
A.Md., A.K.

Auditor
Pelaksana

m.ardhi@dpr.go.id

6. Uji coba Kertas kerja reviu iaporan keuangan

Pada kegiatan terakhir ini, setelah form kertas kerja reviu atas 

Iaporan keuangan telah selesai dibuat dan didistribusikan kepada 

seluruh auditor, atas arahan pengendali teknis, ketua tim dan seluruh 

auditor anggota tim reviu Iaporan keuangan ini, Penulis mendapat 
kesempatan untuk melakukan uji coba secara langsung penggunaan 

kertas kerja reviu pada penugasan kegiatan reviu atas Iaporan 

keuangan Per 30 September 2019 (Triwulan III) DPR Rl Tahun
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Anggaran 2019 yaitu pada tanggal 22 - 31 Oktober 2019.
Pada kegiatan ini seluruh anggota tim yang telah menerima 

kertas kerja reviu langsung menuangkan pekerjaan reviu atas 

laporan ke dalam kertas kerja tersebut, adapun yang menjadi 
tanggung jawab (Nasionalisme) masing-masing anggota untuk diisi 
iaiah sheet Kertas kerja reviu untuk menilai Pengendalian Intern atas 

laporan keuangan, dan Ikhtisar Hasil Reviu untuk memaparkan saldo- 
saldo perkiraan di laporan keuangan pada saat sebelum direviu, 
saran koreksi, dan saldo akhir perkiraan setelah direviu. Sedangkan 

ketua tim akan mengumpulkan pekerjaan anggota tim untuk 

menyusun Catatan Hasil Reviu yang akan dikonfirmasikan dengan 

Bagian Evaluasi dan Pelaporan selaku pihak penyusun Laporan 

Keuangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk 

melakukan penyempurnaan terhadap kertas kerja reviu berdasarkan 

arahan dari pengguna kertas kerja reviu yaitu auditor.
Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan uji coba dan 

evaluasi terhadap kertas kerja reviu laporan keuangan yang telah 

disusun membutuhkan kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan 

Publik ditunjukkan dengan dalam melakukan pengawasan penulis 

harus professional termasuk memberikan kualitas terbaik pada kertas 

kerja reviu atas laporan keuangan ini sehingga dapat memudahkan 

auditor dalam menggunakannya, dan Whole of Government 
ditunjukan dengan system kolaborasi antara penulis dengan auditor, 
dalam upaya mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi ini.

Pada kegiatan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

melakukan uji coba dan evaluasi terhadap kertas kerja untuk 

mendapatkan kertas kerja reviu Laporan Keuangan yang terbaik untuk 

periods berikutnya (Komitmen Mutu). Dalam kegiatan ini diharapkan 

adanya kegiatan kerja sama (Nasionalisme) antara penulis selaku 

penyusun form kertas kerja dan auditor selaku pengguna kertas kerja 

laporan keuangan dalam penerapan dan koreksi terkait kekurangan
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serta memberikan saran perbaikan terkait kertas kerja reviu laporan 

keuangan yang telah disusun.

Gambar 20 Rapat Konfirmasi Catalan Hasi! Reviu Laporan Keuangan dengan 
Bagian Evaluasi dan Pelaporan menggunakan kertas kerja yang telah disusun

B. STAKEHOLDER
Stakeholder yang terkait dalam kegiatan aktualisasi ini iaiah :

1. Pihak Internal
a) Inspektur I
b) Auditor Inspektorat I
c) Staff Tata Usaha Inspektorat

2. Pihak Eksternal
a) Bagian Evaluasi dan Pelaporan
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C. JADWAL KEGIATAN

Tabel 5 Jadwal Kegiatan

OktoberKegiatan/Tahapan

Kegiatan

November

Minggu

Rapat Internal dengan 
unit kerja Inspektoratl

Membuat Proposal 
rancangan
Rapat Internal dengan 
unit kerja Inspektorat I 
untuk melakukan 
konsultasi dan
meminta persetujuan 
mentor serta seluruh 
auditor Inspektorat I

Mengumpuikan 
data terkait 
aktualisasi.

Melakukan permintaan 
data
terkait reviu laporan
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keuangan 
sebelumnya. 
Melakukan 
wawancara dan 
diskusi dengan ketua 
tim kegiatan reviu 
laporan keuangan 
periode sebelumnya.

Membuat format kertas 
kerja reviu laporan 
keuangan.

Membuat konsep 
kertas kerja reviu. 
Menyusun kertas kerja 
reviu laporan
keuangan
menggunakan Ms. 
Excel.

Sosialisasi Pengisian 
kertas kerja reviu 
laporan keuangan 
kepada auditor 
inspektorat I.

Menentukan jadwal 
rapat
Memaparkan cara 
pengisian berdasar 
pedoman di
persekjen no 6 tahun 
2017 tentang reviu 
laporan keuangan. 
Membuat catatan 
rapat.
Melakukan evaluasi 
kertas kerja reviu 
laporan keuangan 
yang telah disusun.

Pendistribusian 
form kertas kerja 
reviu laporan 
keuangan kepada 
seluruh auditor 
inspektorat I.

Pengumpulan alamat 
email para auditor. 
Menditribusikan 
kertas kerja ke 
seluruh auditor 
dengan
menggunakan email.

57



6 Uji coba dan Evaluasi 
Kertas kerja reviu 
laporan keuangan

• Melakukan uji coba 
kertas kerja
pada kegiatan reviu 
laporan keuangan
Triwulan III
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BAB V 

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 

tentang Jabatan Fungsiona! Auditor dan Angka Kreditnya, salah 

satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah Melaksanakan tugas- 
tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, diantaranya iaiah kegiatan 

reviu atas laporan keuangan.

Dan disebutkan bahwa auditor yang melakukan kegiatan reviu 

laporan keuangan harus menyusun laporan reviu dan didukung 

yang didukung dengan kertas kerja reviu sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pereviu, selain sebagai pertanggungjawaban 

kertas kerja juga digunakan untuk menjamin pengendalian mutu 

atas kegiatan reviu Laporan Keuangan K/L. Penyusunan kertas 

kerja reviu dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus 

didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan 

penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LK K/L 

periode berikutnya.

Namun dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan 

keuangan semester I dan semester II tahun 2017 dan 2018, serta 

wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat I, kertas 

kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan 

belum terdapat keseragaman. Hal ini dikarenakan beberapa 

kendaia yang dihadapi pada saat melaksanakan reviu seperti 
keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan waktu, alokasi penugasan, 
dan sulitnya koordinasi dengan penyusun laporan keuangan. 
Sedangkan disisi lain untuk memenuhi prinsip-prinsip penyusunan 

kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan diantaranya 

kertas kerja harus relevan, sesuai dengan program kerja, lengkap 

dan cermat, mudah dipahami, rapi, efisien, dan harus seragam.



Untuk itu gagasan pemecahan isu yang diambil yaitu optimalisasi 
kegiatan reviu atas laporan keuangan melalui penyusunan format 
kertas kerja terstandar di lingkungan inspektorat I Setjen Dan BK 

DPR Rl.

Kesimpulan terkait kegiatan aktualisasi optimalisasi kegiatan 

reviu atas laporan keuangan melalui penyusunan format kertas 

kerja terstandar di lingkungan inspektorat I Setjen Dan BK DPR Rl 
merupakan salah satu contoh kegiatan yang merefleksikan nilai- 
nilai ANEKA dan Peranan PNS yang telah ditanamkan kepada 

CPNS pada saat pelaksanaan Latsar. bentuk perwujudan dari nilai- 
nilai ANEKA dalam kegiatan aktualisasi ini diantaranya

Nasionalisme yang ditunjukan dengan adanya kerja sama, 
sikap saling menghormati pendapat dalam diskusi, dan 

musyawarah untuk mufakat pada keseluruhan lini di setiap kegiatan 

pertemuan dalam rangka membahas, mendukung dan 

mensukseskan kegiatan aktualisasi ini. Etrka Publik dimana dalam 

melaksanakan setiap tahapan kegiatan aktualisasi ini penulis selalu 

bersikap sopan dan santun, tidak berkata yang tidak baik, 
menyusun laporan secara jelas sesuai aturan yang berlaku, serta 

selalu meminta izin terlebih dahulu sbeelum melaksanakan rapat 
dengan cara berkordinasi melalui surat undangan.

Komitmen Mutu ditunjukan dengan komitmen penulis yang 

berusaha menunjukkan sikap profesional untuk menunjukkan 

bahwa penulis bekerja dengan berorientasi dengan mutu, tujuannya 

agar tercipta kepercayaan dari para auditor selaku pengguna kertas 

kerja reviu. Sehingga Inspektorat I dapat memberikan hasil kualitas 

terbaik untuk kegiatan reviu laporan keuangan kedepannya, dan 

dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal 
membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang.

Selain itu kegiatan aktualisasi Ini juga salah satu bentuk



perwujudan Akuntabilitas dimana basil dari kegiatan aktualisasi ini 
yaitu kertas kerja reviu atas laporan keuangan akan menjadi bentuk 

pertanggungjawaban auditor dalam meiaksanakan kegiatan reviu 

atas laporan keuangan.

Serta niali Anti Korupsi ditunjukan melalui sikap jujur dan 

bertanggung jawab dalam melakukan tahapan kegiatan aktualisasi 
ini, sehingga dapat menghasilkan output sesuai harapan. Juga 

kertas kerja ini merupakan bentuk transparansi auditor dalam 

meiaksanakan kegiatan reviu atas laporan keuangan.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah 

Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan penyususnan 

kertas kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan kompetensi dalam 

melakukannya. Pelayanan Publik ditandai penulis harus 

professional termasuk memberikan kualitas terbaik dari basil reviu 

ini, dan membiasakan diri untuk bersikap jujur, dan Whole of 
Government ditunjukan dengan system kolaborasi antara auditor 
Inspektorat 1 dalam upaya mendukung pelaksanaan aktualisasi ini.

B. SARAN

Saran dari penulis untuk penyelenggara adalab terus 

meningkatkan kualitas mutu dari peserta latsar dengan cara 

meningkatkan pelatihan-pelatiban terkait dengan pengembangan 

kompetensi tidak banya pada saat latsar beriangsung tapi setelab 

proses latsar, untuk tetap memberikan kesempatan-kesempatan 

dalam pengembangan diri yang mendorong peningkatan kualitas 

SDM di Ilngkungan Sekretariat Jendral dan Badan Keablian DPR 

Rl. Selain itu pemiliban mentor dan coach dalam aktualisasi 
diusabakan jaub bari sebelum kegiatan latsar sebingga para 

peserta dapat melakukan persiapan yang lebib matang.
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LAPORAN SiNGKAT
RAPAT OALAM RANGKA PEMAPARAN RANCANGAN AK7UALISASI 

OPTIMALISASI KEGIATAN REVIU ATAS LAPORAN KEIIANGAN Dl LINGKUNGAN 
INSPEKTORATI

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR Rl

HarL'Tarqgal
Waktu
TempaJ
Ptmpinan Rapai 
Pesana Rapa;

AgeryJa Rapa!

Serin, 07 Oktcber 20’9 
Piikul 09.30 7y'!B s.d sefesai 
Ruang Rapai Inspekto-ai I 
inspeklur i
1 Itxj Mulyati, S.E iPengenda!: 7gk.ms;
2. Dyah Citra Ariwidyasari, S A.B ME (Mentor)
3. Auditor 'rspekiorat Utama
Femaoaran Rancangan Aktua'isasi dengan judul ‘Cptimaiisasi Kegiatan 
Reviu Atas Lacoran keuangan n'elaiui peryusunan format kertas kerja 
terstandar di iirgKurgan Inspektcrat t Setien dan 2K D=R Rl‘

Catalan Rapaf

1 Rapat dibuka ofoh pimpman rapat pads puku! 09.30 WiB
2 Rapat bedjjuan untuk rrerr.aparkan rancangan aktualisasi ds^gan tadul 'Ootimal'sas' Kegiatan Reviu 

Atas Laporan Keuangan mela'ui oenyusunan forma! kecas <er;a terstandar di lingkjrgan Inspektoral1 
Seljen dar BK OPR Rl'

3 Adanya masukan terkail kues;crer evatuasi kegiatan audit inspektr/et o'eti pihak auditee dimara 
oada raoat mi adalah Biro Protckoi sebagai audifee diantaran/a
a Meiakukan penyesuaian lerhadap koiom oenii+an unit akyiansi yarg terdapat oada kertas kerja 

re.'ij lapcran keuangan renur-.t Dersek|Oo Nc S ranun 2C'7 dengan kertas kerja 'sviu 'apcrar 
keuangan /arg akan .Isusun margmgai ha.iya ada sniu -nt! akuntd' si Ji Seten dan BK CDR R! 
seh ngca rarus d">esu3:’'an non jdi ■'anyo dis'sakan ijaPA 

3 Mslakukan penyesuanfi larg-rat'-'angkan ■' tanapan rav.j yarc to'dapat daiam kertas kena wu 
lap-oran keuargan dencan vead-aar di Sutler dan BK CRR ci



Mc:irbu3t C‘3pr 3uf ;cr'-M /s-ig 3-5an<5r, ca'ia ‘3a' '"fiKsa^syan ravj
acofan ks'jai-gaf- -ka va^g la's^ d^bia' a eh vetta t;Tt Ke-^jtan revu ifKran
WJSr.gs'

•3 LeCih merpersias P'e^-itorisd" len-a.i ieja'ar :eva 'ajC'-an keua^g;!-* tj senoir dsiSTi 
'ancangan aUuaiisasi

h n.ie.'T'per^jj' -Jan letih irteris ■jftjs i e'aVuKan K':n"Jirrt;: Jeriga^ parj au-;cr 'ia'i t?>*)ci dsrcari 
■ujuan '^sTcer-.-ieh y.efas <erj3 /ang ifsua1 kab jiuha:'. !eoat gjra. dan irud-an J oanani

A Rapa! 'Iipjl'jp pads pjkj' '2 K vV S

Jakarta 07 Ckiober 2C10 
irjpektur i

Df Cew Bar'ana S.. M Psi, QIA.
M'P 1S620926 '5B803 2Q01



Catalan Saran/Masukan/Rekomendasi yang diierinia dan hasil pemaparan 
Rancangan Aktualisasi dengan judul Optimalisasi Kogiatan Reviu Atas 
Laporan kouangan melalui penyusunan format kertas korja terstandardi 

lingkungan Inspektorat I Sotjen dan 8K DPR Rl.

Hari'Tjngg^)! Sef'n r C*<tcse'

Waktu 09 30 - 5e!esai

Tampa; Ruang Rapat hswk-o'ai I u 5 Gedung Setjen dan BK DPR PI

No 1 Saran/Masukan/Rekomendasi

I Meiakukan ceryesuaian terhada^iTcTom" 
oemiiihan umi akuntansi yang terdapaj 
pada kertas kerja reviu 'aooran keuanoan 

, menurut Persekjen No 6 Tahun 2d"l7, 
dengan kertas kerja reviu iaporan 

i keuangan yang akan disusun, mengingat 
I hanya ada satu unit akuntansi di Setjen 
dan BK DPR Rl sehingga harus 
disesuaikan nienjadi hanya disisakan 
kolom UAPA.

Nama/Jabatan 
Fabnna Mu^ika 
Ekawati. S.E. / 
Auditor Pertama

TJndak Lanjut

Melakukan penyesuaian langkah-Vngkah' 
/ tahapan reviu yang terdapal dalam 
kertas kerja reviu laporan ksuangan 
dengan keadaan di Setien dan BK DPR 
Rl.

Heru Nugroho. S.A.8. 
M.AP / Auditor 
Pertama

I
■4 1

Membuat bagan alur lerkail kegiatan-
kegialan yang dilaksarkan pada saat 
melaksanakan reviu laporan keuangan 
berdasarkan PKA yang telah dibuat oleh 
ketua tin kegiatan reviu iaporan 
keuangan

Dyah Citra 
Ariwidyasari, S.A.B.. 
ME /Aud'lorMuda

Lebih memperjelas pembahasan terkait 
kegiatan reviu laporan keuangan itu 
sendiri dalam rancangan aktualisasi 
Memperkuat dan lebih iniens untuk 
melakukan koordmasi dengan para 
auditor dan mentor dengan tujuan 
memperoleh kertas kerja yang sesuai 
kebutuhan. tepat guna dan mudah 
dioahami

Dyah Citra 
Ariwidyasari. S.A.B.. 
M E / Auditor Muda
Dede W Riesv/anto. 
A.Md/Slaf 
Inspektorat 1
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1'ERATUK.AN MENTER! KEUA.NC.AM KWtBLIK INDONESIA

NOMOP 27U/PMK,0S.'i0i4 

TENTANti

PENER.\PAN STAN DAK AKL'NTANSi PEM ERINTAHAN BERBASIS AKRUAI. 
PADA PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RiXHMATTUHAN YANG MAMA ESA

MENTERi KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menitnbang ; a. bahwa scsuai kflcncuan dalam Peraturan PcmiTituah Nomor 71 
Tahun 2010 tentant' Standar Akumansi Pumeriniahan. Pemurintah 
menerapkan Suindar Akuntansi Pi.-mcrintahan Bcrb«»sis Akrual mulai 
tahun anggaran 2013:

b. bahwa dalam rangka penerapan standar akuruansi pemcrincahan 
berbasis akrual khusus untuk pcmerintah pusat. perlu mtngaiur 
kctcntuan mcngcnai penerapan standar akumansi pemcrintahan 
berbasis akrual pada pemerintah piisat;

c. bahwa berdasarkan perlimbangan scbag;iimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Mcnten Keuangan 
ten rang Penerapan Standar Akumansi Pemcrintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemcrintah Pusat;

Mengingai ; Peraturan Pemenrnah Numor 71 Tahun 2010 icntang Standar 
Akumansi Pemcrintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165):

MEMbTL'SKAN-

Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANO.VN TENTANG PENERAPAN STANDAR 
.AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH 
PUSAT

Pasul 1

Dctlam Peraturan Menteri iniyang dimaksud di-ngan
1 SAP Bcrhdsis AkruaJ adalah prinstp prinsip akumansi yang 

diterapkan dalam menytisun d.in menyaiikun lapor.m keuangan 
pemcrintah yang mengakui pcndapaian, beban. aset. uiang. dan 
ckuiias dalam pclaporan finansial berbasis akrual sirri.i mengakui 
pendapatan. bclanja, dan pembiayaan daluiti pclaporan pciaksanuun 
.inggatan herdus*irkan basis Yur.g dilelapkar’ dalam Articaran

ii: 'i: ■111' u *<i
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Wt-’iTH2,! KeVAM-’J-s- 
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SALINAN

^,I•;R.^TI.,^<.^N MlSMTtiRI KKl/’AN'iA.'i RF.l'M.aiK INIlOMvStA 
NOM'iR ir. ■('MKt)l'.'JOl.O

TENTANT.

STANUAR RE'v'lL ATAS LAP<,)RAN KEI-'AHOAN 
KRMENTEKIAN NECiARA/'LEMBAHA

DRNCIAN RAHMAf Tl.-HAN YANC MAHA E:'A

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Mcmmhiin^; .t hahw"i uimik nicijks.iii.ikMii kct'.ntu.in P-is.il S/ avjit {51 
Peraiiiran PcmeniUali Notnur AO Tiiiiiin 20()m u-numg 
Sistfuj Pcnf;';n<iMlijn Imcni P-mrriniah. rfj.ili rliic'iipkAti 
Pt-r.U'jran Mcntirn Kcuan^Jn N •nn,)i 4l, PMKt»'i JUlu 
iciitutik SlnmJjr Rcviii Alas L.ip'iian Kcu.iiig.in 
Kcnu^nlcnan Negara/Lomb.ina iliruuan ini-nri.ipli.ii» 
Scandar Akumnusi Pemanr.uhim B»;ib.»sis Ka^ Mnnuju 
Akrual.

b bahwa unuik mendorona p>;mimkatan kiMlMj--. Laj»jian 
Kciianj-:!M Kcmcnlcflan Ntyara/U'iiiHapa v.inn disusun 
dengan ment-rapkan StiHidai' AkiirUati'ii f'l'meriiiiahan 
bcrbiisis akrujl sebayamiaaa diamaiuiikan dalam 
Pfraiiiran Prrmcnntah Noniar 71 Tahim Ji'p,' i-jinany 
Stiind.ir Akimiaiiyi Prin»TiiU.ilian, pciKi

mctivinijnimak m Si.itidar Roviti Li|»)iaii Ki uariKan 
KcmontvrMu Nitaar.i,'Lt-ni'wy.i yanj: 'li-iUu lalam 
Pcraturaii M<?nt';n Keiianyar. Ntsmor * 1 • PMK Ul>, *'! h'

'• Laaw.i bcrdiimikau pertimban^an srl»aynmi;«i;a 
dinuikiiid l.ii in» KmpjI i 1 iti jH-;ai ai Mifiapkan

I'i'li ki mrt.l'Ci-ii



KMIK W : I
sIKIIMMtMl JtMM IUI Ill'll U1 

I\SIUI\

Vivr-.uMn fcn(.'»'. M f.AI'
• In' « I H>.ii .'ll >

•n.-.jP

rKi>).a\>n.KimKLUi \m» 
sum 1 n K>■ ji M :d!*

I Mr*lL^u tcilit 0.~ui rK'lpl<r'9;<m^> ll- tUnM liin p^.Ti j;ijn ! •lN>r i.i Km hi ..Afil ftf'n '‘I 
• m* Aiiril m *.c> ai<*in ivrti.'Ri. I'O-I mjivIi'u- Ijr, •-i'-.-t.i,. it'.. «.■ 11 * .1 i^r. u

mirjB'jk'• Kouii Vtfu- .A.’Vjrvk- i.ci.'n.M, (I -tijtj .'ttitm..!■
k-irfuu.

NO tJaeLili Ktrti DibVuauU. uM itafLiUAni '•n.KKR ClIlUl

..... 1
Unmaa Rf^alntu Hnuasj

k IP AmaJ *^k4 Wjraui 2^*7 S>U 1 Han *
wVb H Ocvtmt X’4 j: \ilu jpatah aLua «c*at a icbh ’nb»> Jc rrp > 1 fc«n 1 1

.ild> nt»rmsJ
? aqiiaft lariul'tinul vvaj mrmtvnoiulb netife./ 1 lull 1

leUh iftAi^ani: risA Mrmp tVA^-ruu^ 'im irUf I
i^MikPivni okh ^cf>%Tftan-

1 l:\iu afyUh i«<aK liilsktikan icknoMtiMi Mifmui 1 hni
Hun iBi] Um«.nu d)n pen^M» liMS MHxhti
pcACIViMan HAft

« r«ij( te\jh JikikwLa* ic&oav(i«ti ntirmtl t Wi
vu>» jn%t Asn^afi (ef^rf (KtPN,
Ki*XSl.k itckJul pnrtuuFm H49 1

A *aar Ma»di llarv* f^Mcnau E4t» 1
1 Dapukm SK UOU • d >ti Inn j llMI

AJni’nnlras* nSlN
5 Oipaifcaa rUalMO'j A>rc. Pffpdn^vjn !#ck>a i^rdu^ 1 lUT

J4n «d ^um 2i't? 1^0^ 1
teux^fon il»a Itac Admuadnn IIMS

} "diK a^laS M* It'S kidajuf v«a 9 Jun. .-»v [ ) Ha
'ihJ»*cirpi»(<T Vk ^ 1* nx«th(i '

rwn^hftorw* tebf Kyil.'«n«a frdan^

i r^ta cixr^liaf 1 de« ili j iLt tcf-xdi Vcl^'Uii;!«kUr» I'ai.> . tint <uLth |'o»Lki*iUP) 9Pd tnsuS «diha% v
VfwhM <«k>i JiLiiuiiA fi=P>ctuua ’

n fmcdkaa fccndsii Vu
>1 U»p3’U'i ’ >1 titf Kemf*-; ijT Pc* kr r Met

nuusn rpK ) ti\> •fWvfVdctejBArdl tm "crwduJii i <t i
pjiun :ni’ [

Ort«u Icm r^irw' r*>ii j'er*(sk4>t \i 1 har
B^^md Adnm^ra.4 llS{N |

j t (•«( 14|4l uh v»Uk» Pei icdi M't v*dih tfwji Jeekp<i
fivl i. U|«antxr >nrt>:ui s«ivl*.u.r>> \t ^t;4ui

F«a^ Prfv«li>j^\ k*mj, %1 ni • «ar ; »r jK
J*«r) awiB' dar* aidn pcf>«df£an 1



hiUI wn»Lin .<h4.
IV^L^aniun

'n.KKH j
Kfat 4«j Rnl-wH R<n-a»a Hi lll»4»t«. »«< iMIh •y'l I'!1' ''!! — ^ ...... --iu, alU>Hrt-> .• jUo ■'.•axsK. H<r.i % niUi

i.11 U *'il<|> I't iV- iUr.4n 1 Vim 'Vll, .n ui 
('•WulBtti; J “> **?t* r

.1 *un

p
.• UqM^c.'. *iaM|« < ^ £.'?.M *

*4 *Vria*4 r-
• r^^'Un K ***?^i|*iU'» i\M \A irg

inir,»»sKa<i:f«t4n»r<*k« •^dvnl9uf<«tt U'ts

•
hK(*4i 4 UNt'-i * wy. >1i <*>1
H\\\

\<»UIMU i< «n »ni;i
p#« 1 I ?44|T«^.n;Jf >1
CVw*nlvr iiM r; d«r< •Lh«4^ k nvi<«'4 li*>
rmil^ lut*4r}{

ilJiOtpMn «aQrt pr*kTiiKihM'pn; ât9^(tn aUci 
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Alas poiiiiisi dctida ttfr>cbiil. riin Ru-viu bdum d.ipat tnesakini baiiwa jwincwa idali mdakukan 
pcmbayaran.

2 Terdapat kciiJakiertiban admimstrasi dalam konirak pcfjanjian ?eua mcnscwa gedung dan 
baiiciinan khususnya wariing-u arunii-

Penyewa Tanggal'Noincr 1 Tanggal
Komrak 1 Kontrak

i diiandaiamtani

Perbedaan
Hari

Tanggal
Scictr
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Asrapi

15 Juiii 2017 i :o Marti 2017
PB.Ol.'aOO/SliTJEN |
DPR 1
RPADM.BMN.ni-2017 !

88 Hari 16 Marci
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Waning !i3jum:0l7 'IMarel^Ol? ! 11)5 Hari
Hery 1 PD 0I 3«>l'StTJEN 1
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; RI'ADM BMNdlL-Ol 7
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B. l’i.Tsc(Iiuuii

icrdapat pcibcJaan sal.l.> iiniaia l.ap<.ran Pciv.-diaan Jcnuan l.apiTan P.tsia Pcrsv'diaan di 
Ncni-.a Pada l.apornii Pcricdiaan. old / pervvdiaan •iaaipai dui.jaii V) Jnni ’ll.' 
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C. Pendapalan Ditcrinia DiMuku

Pctulapaun Sewa Gcdtiiii’ dan B.iiigunati yany konirak petjanjiannya disnsun Taliim 201* bdom 
diliitung pendapalan dlcenma diinukanya Sclsing^i terdapal kurang catat sebesar 
Rpl.593.399.540,54 dangan rinctan tebagai berikut:
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1, Hcrd.i'.irkaii lu.ii iKnuiimun kvtcrnn:^.!:,. .hkcMhu; b.I.-.v., s;i.,Jt,wan sck-«i.1>a 

at.i> Lip-Iran kcu.mgaii. Biro Pcrciiuaiu.m dan kaiamj.in Ixilnm mcmiliki t.L-lnjakan 

akiiiKan.i \ai;^ K-rl.iku schaaai pcd-miiii pciiMismiaii Lap-iran Koiianaaii 

3 Limhntii)a pcn>iiMin,iii kiporan kciunuan, tcrnuin.i Jisi-bahk.in olch i.niiib.iiiiva Jaia-<|,.ta Jin 

tinii Hint kcrja kluis.i,in3 tcrkait perwdiaan I'nii imii kcri.i ,wiu;clo!a |>cr<cd:;uii bcliim icrtih 

dalaiii peitcaiaian baraiiy r'.-rscdi.tan vana m.isuk dan van;: kcluar. •u.-limaua lerj.uli ^cli5ili 

padii siiat diinkiikaimva rtkoiijiliaii .iniaraaplikasi akimtarui kcuaituaii dun akimiansi barjng.

Jakarta. 3i Juli 201*

I.AKH.XR IN.Si’LK I'l.-R

Un. Dambana Rutiv Amu. S.M.. M II 
NIP. I9590.1U 198803 1 OOI
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLJI JENDERA . GATOT SU3RCrO JA!-.-RTA KODE POS 10J70 
TELP (.52 Ij 57'5 34A FAiv (021; 5? 15 42 i 57 ‘ ? 925. WEBSITE vvv.sv.dpr go.iri

Npr'.or iT.4'J3 SE'jENDANBKDPR
Sfai Panting
Deraja: Segera
Perhi: J'^ds'^gan

YTH.

Ci'ijt.ef ZC".}

1. INSPEKTUR II;
3. KABAG TU ITTAMA;
4. PARA KASUBAG TU ITTAMA;
5. AUDITOR INSPEKTORAT I;
6. AUDITOR INSPEKTORAT II;
7. JFU;
8. PPNPN.
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR R1 
JAKARTA

Bersama ini kami sampaikan. bah'.va Inspekloral 1 Sekretanai Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR Rl akan melaksanakan Rapat pada:

Han/Tanggal Rabu, 23 Oktober 2019

Waklu : Pukul 1300WIB- Selesai

Tetrpa* R.R. Inspektorat1 Gedung Setjen dan BK DPR Rl Lt,5 R 508

Acara Rapa! Tim Reviu Laporan Keuangan DPR Rl Triwjlan III Tahun

2019

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara, diucapkan tenma kasih

INSPEKTUR I,

IdlT
75mbijsan 
'nsp-fiktuf Utama
cgiretanal jon.jeral dan Sadan Kt-ahlian DPR Rl

Dr- DEWi BARLIANA S-M.Psi. QIA.
NIP.19620926 198803 2 001 ^



SEKRETARiAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
rrrt I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDCRALGATOTSU5ROTO JAKARTA KODEPOS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 51’15 423 - 5715 025, VVE3S:T£ w/A-.dprgo.W

OAFTAR HAOIR
“•an T2ncg.T
VVaktj
Teirpa'
4car3

P21-U i.'ChJto: J'l-v 
13,CG .M3-«(esi'
Ruang Rasa! Ins;c-f.!cf3l t Ll5 Ruang 'j50i
RaoatTim Pe.iu ;^pofsr Kguarga'1 GFR 31 Tnv.ulan III Tal>un 20IS

13

14.

15.

Tsp-



SEKRHARIS JF.NDER.vL 
DFWAN PERWAKJI.VN R.VKVAT 

REPt'BLiK INDONESIA

PERATURAN 
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKVAT REPUSLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN2017 

TENTANG

PEDOMAN REVIU ATAS UPORAN KEUANOAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKHAN RAKYAT REPLBLIK INDONESIA.

Mcnimbang : a.bahwa umuk menerapkan sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi 
pcmerintah (SAP) yang bcrbasis akrual, maka laporan 
keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia harus dihasilkan melalui sistem akuntansi 
instansi yang disampaikan secara topat waktu, 
disusun dengan mengikuU standar akuntansi 
pemcrintahan dan direviu oleh Inspektorat Utama 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan Dewan

Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas dan dapai 
dipertanggungjawabkan serta mendorong

pcnyclcnggaraan kcpemcrininhaan yang baik, 
dipcrlukan pedoman reviu atas laporan keuangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

c. bahwa berdasarkan pcrrlmbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan tmruf b, pcrlu

K.
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menetapkan Peraluran Sekretaris Jenderal Dewan 
Penvakilan Rak>-at Republik Indonesia tentang

Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : l.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyeicnggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemcriksaan Pcngclolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sckretariai Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

6. Peraluran Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organlsasi dan 
Tata Ketja Sekrclariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Ral^at Republik Indonesia

2
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sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Sekretaris Jcnderal Dewan Perwakiian Rakyat 
Rcpublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perw’akilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kcrja Sckretariac Jenderal dan 
Badan Keahlian Dewan Perwakiian Rakyat Republik 
Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PEDOMAN REVIU LAPORAN KEUANOAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakiian Ralq^at ini yang
dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakiian Rakyat 
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI 
adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

2. Catatan atas Laporan Kcuangan (CaLK) adalah laporan yang 
menyajikan informasi tentang pcnjclasan aiau daftar tcrinci atau 
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi 
anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang mcmadai.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakiian Rakyat Republik Indonesia.

4. Laporan Keuangan Dewan Per^^■akilan Rakyat Republik Indonesia (LK 
DPR) adalah bentuk pertanggungjawaban Setjen dan BK DPR RI atas

3 *
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pelaksanaan APBN bcrupa laporarv rcalisasi anggaran, ncraca, 
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK yang 
dihasilkan dari proses akuntansi.

5. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan 
penyajian LK DPR oleh auditor Inspcktoral Utama yang kompeten 
untuk memberikan keyakinan terbaias bahwa akuntansi teloh 
diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan pelaporan 
keuangan instansi dan LK DPR lelah disajikan sesuai dengan siandar 
akuntansi pemcrintahan, dalam upaya membantu Sctjcn dan BK DPR 
RI untuk menghasilkan LK DPR yang berkualitas.

6. Akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR secara 
benardan tepat.

7. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang seianjutnya 
disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan 
operas! keuangan pada Setjen dan BK DPR RI.

8. Sistem Pengendalian Intern yang seianjutnya disebut SPl adalah 
suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan 
untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian 
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap pcraturan perundang- 
undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian LK DPR.

9. Arsip Data Komputer yang seianjutnya disebut AOK adalah arsip data 
berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya. yang 
berisikan data transaksi, data buku besar, dan/ atau data lainnya.

10. Barang Milik Negara yang seianjutnya disebut BMN adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah.

11. Dokumcn Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan 
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukii 
untuk menghasilkan data akuntansi.



12. Entitas Akuntansi adalah unit pcmeriniahan Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK DPR untuk 
digabungkan pada entitas pelaporan.

13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang tcrdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntansi yang menurut kctentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungiawaban berupa LK DPR.

14. Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR yang 
didukung dengan dokumen sumbcr transaksi yang sah dan 
mcmcnuhi pcrsyaratan kctentuan perundang-undangan.

15. Keandalan informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR yang 
didasarkan pada fakta secara jujur, dapai diverifikasi, bebas dari 
pengertian menyesatkan, dan bebas dari kcsalahan material.

16. Laporan Operasional selanjutnya disebut LO adalah laporan yang 
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas 
dan penggunaannya yang dikeiola oleh pemerintah pusat/daerah 
untuk kegiatan pcnyclenggaraan pemerintah dalam satu periode 
pelaporan.

17. Laporan Perubahan Ekuitas selanjutnya disebut LPE adalah laporan 
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

18. Laporan Rcalisasi Anggaran selanjutnya disebut LRA adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapaian, belanja, transfer, 
surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode.

19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu aset, utang, dan 
ekuitas dana pada tanggal tertentu. 4>



20. Pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian sualu 
transaksi ke dalam akun LK DPR berdasarkan krileria yang diatur 
dalam SAP.

21. Pengakuan transaksi adalah peneiapan terpenuhinya kriteria 
pencaiatan suatu transaksi dalam catatan akumansi sehingga 
menjadi bagian yang melengkapi unsur akun LK DPR dengan kriteria 
minimum yang harus dipcnuhi oleh suatu transaksi untuk diakui 
adalah:

(a) terdapai kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan 
dengan transaksi tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk 
ke dalam entitas pelaporan; dan

(b) transaksi tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 
atau dapat dicstimasi dengan andal.

22. Pengukuran transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk 
dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun LK DPR, pengukuran 
akun dalam LK DPR menggunakan nilai pcrolehan historis, dimana:
(a) asei dicatai sebesar pengeluaran kas/setara kas/nilai wajar dari 

imbalan yang diberikan untuk memperoleh asei tersebut. dan
(b) kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

23. Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemroseaan 
data untuk menghasilkan LK DPR, mulai dari pengumpulan, 
pencatatan, dan pengikhtisaran data.

24.Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Setjen dan 
BK DPR RI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 
suatu program.

25.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebui SAP 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

26. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit organisasi 
Seijcn dan BK DPR Rl yang bersifat fungsional yang melaksanakan
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fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari 
unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

27. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit 
akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat 
satuan keija.

28. Unit Akuntansi Pcmbaniu Pengguna Anggaran Esclon I (UAPPA-El) 

adalah unit akuntansi pada tingkat Esclon I yang melakukan 
kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPA serta UAKPB 
yang langsung berada di bawahnya.

29. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah unit akuntansi 
pada tingkat Setjen dan BK DPR RI (Pengguna Anggaranj yang 
melakukan kegiatan penffiabungan LK DPR seluruh UAPPA-El yang 
berada di bawahnya.

Pasal 2
Peraturan Sekretaris Jendcral Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan 
instrumen bagi Inspekloral Utama Setjen dan BK DPR RI untuk 
mcnjalankan pelaksanaan Reviu atas LK DPR.

Pasal3
Peraturan SekreUris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini berlujuan 
untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual dan menyajikan LK DPR yang berkualitas.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan prosedur Reviu.

Pasal5
(1) Pedoman Reviu LK DPR tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini. /



(2) Contoh-contoh format dalam pelaksanaan Standar Reviu tercantum 
datam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dcwan Pcrwakilan Rakyat ini

Pasal 6
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pcrwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017
Pit. SEKRETARIS JENDERAL,

Achmad Diuned. S.H.. M-Hum.^L
NIP. 195709111984031002
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LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG 
PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA

PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Reviu atas LK DPR pada hakikatnya bertujuan untuk meyakinkan 
keandalan informaai yang disajikan dalam LK DPR Semesieran dan 
Tahunan, namun mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir 
penyusunan LK DPR dan penyampaiannya kcpada Mentcri Keuangan, 
maka Reviu dimaksud perlu dilaksanakan bersamaan dengan 
pciaksanaan anggaran dan tidak menunggu setclah LK DPR selesai 
disusun. Selain itu, mengingat peran dan fungsi pengawasan intern 
pemerintah dalam rangka membantu dan mendorong penyelenggaraan 
kepemerintahan yang baik, maka Reviu atas LK DPR juga bertujuan 
untuk membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dalam menghasilkan LK DPR yang berkualitas dan dapat 
dipertan ggu n gawabkan.

Dengan mempertimbangkan kewajiban Reviu dan peran pentingnya 
dalam membantu peningkatan kualitas LK DPR serta amanai Pa sal 57 
ayat (51 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. perlu disusun 
Pedoman Reviu LK DPR sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reviu.



B. TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu adalah untuk membaniu terlaksananya 
penyelcnggaraan akuniansi dan penyajlan LK DPR dan memberikan 
kcyakinan tcrbatas mcngenai akurasi, keandalan, dan keabsahan 
informasi LK DPR serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi 
sesuai dengan SAP kepada Sekrelaris Jenderal Dewan Pcrwakilan Rakyal 
Republik Indonesia, sehingga dapal menghasilkan LK DPR yang 
berkualitas.

Untuk mencapai tujuan terscbut. apabiia Pereviu menemukan 
kelemahan dalam penyelcnggaraan akuntansi dan/aiau kesaiahan dalam 
pcnyajian laporan keuangan, maka Pereviu bersama-sama dengan Unit 
Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau korcksi atas 
kelemahan dan/atau kesaiahan terscbut secara berjenjang.

Reviu Udak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat 
sebagaimana dalam audit, karena dalam Reviu tidak mencakup pengujian 
atas pengcndalian intern, penetapan riako pengendalian, pengujian 
catatan akuntansi dan pengujian atas respwn terhadap permintaan 
keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan 
melalui inspeksi, pengamatan, atau konfu-masi, dan prosedur tertentu 
lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

C. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang Ungkup Reviu adalah penelaahan atas penyelcnggaraan 
akuntansi dan pcnyajian LK DPR, termasuk penelaahan atas catatan 
akuniansi dan Dokumen Sumber yang diperlukan. Ruang lingkup Reviu 
tidak mencakup pengujian atas SPI, catatan akuntansi, dan Dokumen 
Sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, 
yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

tj
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Reviu dititikberatkan pada Unit Akuntansi dan/atau akun LK DPR 
yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan 
akuntansi dan/aiau penyajian LK DPR. Reviu ditaksanakan dengan 
menggunakan pendekatan bcijcnjang, yang mencakup unit-Unit 
Akuntansi pada Sekretariat Jenderal DPR RI. yaitu UAKPA, UAPPA-El, 
dan UAPA, serta UAKPB, UAPPB-El dan UAPB. Pendekatan beijenjang 
tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing 
tahapan Reviu.

Reviu tcrutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas:

a. penelusuran LK DPR ke Catalan akuntansi dan Dokumen 
Sumber;

b. permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, 
pencatatan, pengklasifikasian, pengjkhtisaran, dan pelaporan 
transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LK DPR antara 
Unit Akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) sccara 
betjenjang; dan

c. anaiisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang 
kelihatannya
tidak biasa.

O. SASARAN REVIU

Sasaran Reviu adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia memperoleh keyakinan terbatas bahwa 
penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK DPR disajikan 
sesuai dengan SAP, serta Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakj’at 
Republik Indonesia dapat menghasilkan LK DPR yang berkualitas.



E. WAKTU PELAKSANAAK REVIU

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan 
pen3aisunan LK DPR. Yang dimaksudkan dengan paralel adalah Reviu 
dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan 
penyusunan LK DPR Semesteran dan Tahunan, serta tidak tnenunggu 
setelah LK DPR tersebut selesai disusun. Hal ini perlu dilakukan 
mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan LK DPR 
dan penyampaiannya kepada Menteri Keuangan. Dengan waktu 
pelaksanaan Reviu sebagaimana tersebut di atas. diharapkan Inspektorat 
Utama Se^en dan BK DPR RI memiliki cukup waktu untuk dapat 
membantu Sekretaris Jendcral Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia menghasilkan LK DPR yang berkualitas.

F. KOMPETENSt PEREVIU

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas Reviu atas LK DPR, 
perlu dipertimbangkan kompetensi Pereviu yang okon ditugaskan. Sesuai 
dengan tujuan Reviu atas LK DPR, maka tim Reviu secara kolektif 
seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut;

a. menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. menguasai Sistem Akuntansi dan Pclaporan Keuangan Instansi 
(Sistem Akuntansi dan Pelaporan BMN);

c. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok Unit Akuntansi 
yang direviu;

d. menguasai dasar-dasar audit;
e. menguasai teknik komunikasi; dan
f. memahami analisis basis data.
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G. OBYEKTIVITAS PEREVIU
Pereviu harus obyeklif dalam mclaksanakan ke^aian Reviu. Prinsip 

obyektivitas mensyaratkan agar Pereviu mclaksanakan Reviu dengan jujur 
dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian 
seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh 
kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan-

R. KEY AKIN AN TERBATAS HASIL REVIU

Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam Reviu meliputi:
1. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh

dengan ;
a. membandingkan saldo akun LK DPR terhadap buku besar, dan
b. membandingkan saldo akun LK DPR terhadap laporan pendukung 

(misalnya saldo akun Aset Tetap terhadap Laporan Posisi BMN di 
Neraca).

2. Keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain diperoleh 
dengan;
a. menilai proses rekonsiliasi internal antara data treinsaksi 

keuangan dengan data transaksi BMN;
b. menilai proses rekonsiliasi ekstemal antara data dari SAI dengan 

data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
c. menilai proses rekonsiliasi ekstemal antara data dari SIMAK BMN 

dengan data dari KPKNL, dan
d. menilai proses inventarisasi BMN oleh Unit AkuntansL

1 Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain diperoleh 
dengan:
a. menilai proses veriRkasi Dokumen Sumber transaksi keuangan 

atau transaksi BMN; dan 4
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b. menilai proses otorisasi dokumen iransaksi keuangan atau 
transaksi 
BMN.

4. Keyakinan lerbatas atas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan 
diperoleh dengan menilai penyajian akun-akun dalam pelaporan LK 
OPR berdasarkan SAP

L TAHAPAN REVIU

Untuk mendapatkan hasi) yang memadai, Reviu perlu dlrancang 
dengan baik pada Uap tahapan meliputi tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pelaporan Reviu. Pada setiap tahapan Reviu tersebut, 
Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI dapat melakukan koordinasi 
dengan pihak-plhak yang terkait, baik pcnyusun laporan keuangan pada 
tingkat UAPA dan UAPPA-El maupun instansi pemeriksa keuangan yaitu 
BPK RI.

Tahap perencanaan Reviu pada pokoknya meliputi kegiatan untuk 
menyeleksi dan menentukan obyek Reviu, proses penyelenggaraan 
akuntansi dan akun LK DPR yang akan Direviu, dan pemilihan langkah- 
langkah Reviu. Tahap pelaksanaan Reviu mencakup kegiatan penelaahan 
atas penyelenggaraan akuntansi dan LK DPR pada unit Reviu, serta 
penyusunan Kertas Kcrja Reviu (KKR). Tahap pelaporan Reviu mencakup 
kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar Hasil Reviu 

(IHR), dan Laporan Hasil Reviu (LHR), yang dilakukan secara beijenjang 
mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Sebagai dukungan atas pelaksanaan Reviu, Pereviu dapat 

melakukan pendampingan terhadap Unit Akuntansi Sekretariat Jenderal 
DPR RI selama pelaksanaan pemeriksaan LK DPR oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Rangkaian aktiviias pendampingan pemeriksaan BPK 
diawali melalui koordinasi dengan penyusun LK DPR dalam hal ini Biro .
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Perencanaan dan Keuangan Sekretariai Jenderal DPR RI. Tujuan kegiatan 
pendampingan adalah untuk membantu efektivitas pelakaanaan 
pemeriksaan LK DPR oleh BPK. Sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam 
pendampingan pemeriksaan BPK antara lain adalah:

a. menjelaskan kepada BPK mengenai hasil Reviu atas LK DPR agar 
dapat digunakan oleh BPK;,

b. mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;
c. mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Unit 

Akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK DPR oleh BPK;
d. membantu penyamaan persepsi Unit Akuntansi terhadap temuan 

hasU pemeriksaan BPK;
e. mendampingi Unit Akuntansi dalam periemuan akhir dengan 

BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK DPR; dan
f. mendorong Unit Akuntansi untuk segcra memperbaiki LK DPR 

berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
Pelaporan kegiatan pendampingan pemeriksaan BPK dikategorikan 
sebagai laporan intern untuk kepentingan manajeriaJ. Laporan dapat 
dibuat dalam bentuk aurat, laporan singkai atau Nota Dinas kepada 
pemberi tugas. Dalam hal diperlukan laporan dapat disampaikan ke 
Sekreiaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyal Republik Indonesia 
(lergantung pada substansi masalah yang dihadapi).

1. PERENCANAAN REVIU

Tahapan perencanaan Reviu diawali dengan pembangunan 
komitmen pada tingkat Sekretariai Jenderal DPR RI untuk 
menghasilkan LK DPR yang berkualitas, yang diantaranya melalui 
penetapan target opini LK DPR yang akan dicapai. Selanjutnya. 
apabila diperlukan maka Inspektorat Utama Sekretariai Jenderal DPR 
RI menetapkan fungsi yang membidangi dukungan peningkatan
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kualitas LK DPR. Dalam mcnjalankan tugasnya, fungsi tersebui 
melakukan koordinasi secara intensif dengan unit/lembaga terkait, 
seperti penyusun LK DPR, dan BPK. Koordinasi diperlukan untuk 
mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan LK DPR. 
termasuk di dalamnya pendalaman temuan beserta lindak lanjut basil 
pemerikaaan 3PK alas LK DPR periode sebelumnya. Melalui 
koordinasi tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan 
perencanaan Reviu yang efekUf uniuk menentukan Unit Akuntansi 
dan akun-akun signifikan yang akan Direviu. Tahapan perencanaan 
Reviu selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan Reviu individual 
yang meliputi penyuaunan tim Reviu, pemahaman obyek Reviu, dan 
pemilihan prosedur Reviu berbasis risiko yang akan digunakan.

Pcnyusunan tim Reviu dilaksanakan dengan 
mempcrtimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif 
hams lerpenuhl Tim Reviu sekurang-kurangnya tcrdiri dari 2 (dua) 
orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (K'n, serta apabila 
diperlukan dilengkapi dengan Pengendall Teknis (PT) dan Pengendali 
Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu Reviu alas 
LK DPR. Sebagai dasar pelaksanaan penugasan Reviu atas LK DPR 
maka Inspekiur Utama Seijen dan BK DPR RI membuat dan 
menandatangani Surat Tugas Reviu. Surat Tugas Reviu sekurang- 
kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas dan susunan Tim, 
tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan Reviu. 
Contoh beatuk Surat Tugas disajikan pada Format 1 Lampiran 11.

Penyeleksian dan penentuan obyek Reviu dilakukan dengan 
menggunakan kriteria-kriteria antara tain sebagai berikut 

a. Materialitas. Unit Akuntansi yang mempunyai saldo akun LRA, 
LO, LPE, atau Neraca yang relatif besar, yang tercermin dalam
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data LK DPR periode pelaporan sebeiumnya (diutamakan berasal 
dari data LK DPR yang sudah diaudit oleh BPK).

b. Kepatuhan Penyampaian LK DPR dan Kualitas LK DPR. Unit 
Akuntansi yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK 
DPR dan/aiau Unit Akuntansi yang LK DPR-nya tidak disusun 
berdasarkan SAI dan tidak disajikan sesuai dengan SAP. meski 
memenuhi batas waktu penyampaian LK DPR.

c. Signifikansi. Unit Akuntansi yang menghadapi permasalahan LK 
DPR yang signifikan, yang antara lain tercermin dalam hasil audit 
BPK atas LK DPR dan/ atau hasil Reviu sebeiumnya.

d. Ketersediaan Sumber Daya. Penentuan jumlah Unit Akuntansi 
yang akan Direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya 
Pereviu.

Pemahaman atas obyek Reviu dimaksudkan untuk 
mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan pcnyelenggaraan 
akuntansi pada Unit Akuntansi yang bersangkutan (UAKPA, UAPPA-El 
dan UAPAJ guna memahami garis besar sifat transaksi, sistem dan 
prosedur akuntansi, beniuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi 
yang digunakan untuk menyajikan LK DPR. Pemahaman tersebut 
antara lain dilakukan dengan memahami:

a. LK DPR Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau 
periode sebeiumnya.

b. Hasil Reviu dan/atau audit atas LK DPR sebeiumnya.

c. Bagan organisasi Unit Akuntansi, khususnya unit organisasi 
yang menangani pengelolaan BMN dan pcnyelenggaraan 
akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang 
berlugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 
BMN.
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d. Peraturan dan ketentuanyang berkaitan dengan penyelenggaraan 
kegiatan operasional Unit Akuntansi.

e. Standar Akuntansi Pcmerintahan, Kebijakan Akuntansi, dan 
Sisiem Akuntansi Instansi bcserta aturan lerkail lainnya.

Pemilihan prosedur Reviu dimaksudkan untuk mencntukan 
langkah-langkah Reviu yang tepat, dengan mempertimbangkan pada;

a. Tingkatan Unit Akuntansi yang Direviu, yaitu apakah UAKPA, 
UAPPA-El atau UAPA.

b. Pertimbangan dan justiflkasi Pereviu berkaitan dengan 
penyelenggaraan akuntansi dan akun yang akan Direviu, yaitu;

1) apakah penyelenggaraan akuntansi atau akun LR.\, LO, LPE, 
Ncraca, dan segmen dalam CaLK yang akan Direviu.

2) apakah semua akun (baik LRA, LO, LPE, maupun Neraca) 
atau akun tertentu saja (baik LRA, LO, LPE, maupun Neraca) 
yang akan Direviu. Penentuan akun LRA dan/ atau Neraca 
yang akan Direviu, dapat didasarkan pada:

• nilai (besar atau kecilnya) saldo akun;

• potensi kesalahan dalam penyajian akun sesuai SAP, yang 
tercermin dalam hasil audit BPK atas LK DPR dan/atau 
hasil Reviu sebelumnya atas LK DPR;

3) apakah semua segmen CaLK atau segmen tertentu CaLK saja 
yang akan Direviu;

4) apakah semua rangjcaian aktivitas penyelenggaraan 
akuntansi atau aktivitas penyelenggaraan akuntansi tertentu 
saja yang akan Direviu. Penentuan aktivitas penyelenggaraan 
akuntansi yang akan Direviu, dapat didasarkan pada:

• pertimbangan kompelensi pegawai yang bertugas 
menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 
BMN;
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• pemahaman atas alur kerja penyelenggaraan alcuntansi 
dan pelaporan BMN;

• keiemahan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan, 
yang lercermin dalam hasil audit BPK atas LK DPR 
dan/atau hasil Reviu sebelumnya atas LK DPR;

c. Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam 
pelaksanaan Reviu.

2. PELAKSANAAN REVIU

Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan Reviu dilakukan 
melalui koordinasi dengan penyusun LK DPR. Koordinasi tersebut 
diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai komunikasi atas 
rencana pelaksanaan Reviu kepada unit-unit vcrtikal, pembahasan 
hasil Reviu, dan penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan. Tahap 
pelaksansian Reviu meliputi identifikasi permasalahan pada proses 
penyelenggaraan akuntansi dan peyajian LK DPR serta pemberian 
saran perbaikan dan bantuan kepada Unit Akuntansi agar segera 
dapat memperbaiki kesalahan dan keiemahan yang terjadl. Apabila 
diperlukan, pada tahap ini Inspektorat Utama Sekrclariat Jenderal 
DPR RI dapat melakukan koordinasi dengan BPK. Kegiatan yang 
lercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau 
informasi, penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan 
keuangan, dan penyusunan kertas kerja Reviu.

l.Metode Pengumpulan Data dan/atau Informasi.
Berkaitan dengan konsep dasar Reviu yang dilaksanakan dengan 
menggunakan pendekatan beijenjang yang meliputi tin^at UAKPA, 
UAPPA-El sampai dengan UAPA, Pereviu perlu mempertimbangkan

/
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metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk 
mendukung pelaksanaan Reviu secara optimal.

2. Penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan. 
Dalam tahapan ini, Pereviu melakukan penelaahan atas 
penyelenggaraan akuntansi dan LK DPR pada Unit Akuntansi yang 
teiah ditetapknn sebelumnya dalam tahap perencanaan Reviu. 
Penelaahan dOaksanakan dengan berpedoman pada prosedur Reviu 
pada masing-masing Unit Akuntansi yang disusun dengan 
menggunakan kerangka sebagai berikub
a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LK DPR;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LK DPR, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan 
SAP dan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan 
informasi dalam LK DPR;

2) Dokumcn yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LK 
DPR;

3) Langkah-langkah Reviu akun LK DPR; dan
4) Prinsip dasar Reviu, yaitu apabila Pereviu menemukan 

kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau 
kesalahan dalam penyajian LK DPR, maka Pereviu beraama- 
sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan 
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau 
kesalahan tersebut secara beijenjang.

Pereviu dapat memilih prosedur Reviu yang dibutuhkan 
berdasarkan berbagai penimbangan sebagaimana diuraikan 
pada tahap Perencanaan Reviu. Selanjutnya Pereviu dapat 
menambah, mengurangi, memperluas atau memperdalam 
langkah-langkah Reviu, apabila menurut pertimbangan dan 
justlUkasi Pereviu hal tersebut harus dilakukan.
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3.Pen}rusunan Kertas Kerja Reviu.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi 
pelaksanaan Reviu atas LK DPR maka Pereviu harus menyusun 
Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjclaskan mcngenai:

a. Pihak yang melakukan Reviu (Inspektorat Utama Sekretariai 
Jcnderai DPR RI);

b. Pada tingkatan Unit Akuntansi mana Reviu dilakukan (UAKPA, 
UAPPA-El atau UAPA);

c. Aktivitas pcnyelenggaraan akuntansi dan komponen LK DPR 
(LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) yangDireviu;

d. Asersi yang dinilai dan langkah-langkah Reviu yang 
dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

e. Hasil pelaksanaan langkah-langkah Reviu dan 
simpulan/catatan Pereviu.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu Reviu atas LK 
DPR. maka KKR yang disusun oleh AT harus Direviu oleh KT, untuk 
selanjutnya disetiyul oleh PT apabila diperlukan. Reviu dan 
persetujuan alas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, 
paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut Direviu dan 
disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan 
pelaksanaan Reviu, dengan menggunakan contoh sesuai Format 2 
Lampiran II.

Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan Reviu dan 
harus didokumcntasikan serta disimpan dengan baik, untuk 
kepentingan penelusuran kemball hasil Reviu dan pelaksanaan 
Reviu atas LK DPR periode berikutnya.

Untuk setiap Unit Akuntansi yang Direviu, simpulan dalam 
KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catalan Hasil Reviu 
(CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR).
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3. PELAPORAN REVIU

Pelaporan Reviu pada pokoknya mengungkapkan tujuan dan 
alasan pelaksanaan Reviu, prosedur Reviu yang dilakukan, kesalahan 
atau kclemahan yang dilemui, langkah perbaikan yang disepakaci, 
langkah perbaikan yang telah dilakukan. dan saran perbaikan yang 
tidak atau belum dilaksanakan. Rangkaian aktivitas dalam pelaporan 
Reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan Reviu 
yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur Reviu yang dilakukan. 
kesalahan atau kelemahan yang ditcmui, langkah perbaikan yang 
disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran 
perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.

Hasil pelaporan Reviu merupakan dasar bagi Inspektorat Utama 
Setjen dan BK DPR RI untuk membuat Pemyataan Telah Direviu pada 
tingkat UAPA, yang antara lain menyatakan bahwa:

a. Reviu telah dilakukan ataa LK DPR bcrupa LRA, LO, LPE, 
Neraca, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal 
pelaporan keuangan;

b. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Reviu atas 
Laporan Keuangan DPR Rl;

c. semua informasi yang dimuai dalam laporan keuangan adalah 
penyajian manajemen Setjen dan BK DPR RI;

d. tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas 
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK 
DPR serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi 
sesuai dengan SAP kepada Sekretaris Jcnderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

e. ruang lingkup Reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan

lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan 
pendapat atas laporan keuangan aecara keseluruhan; ^
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f. simpulan Reviu yaitu apakah LK DPR telah atau belum 
disajikan sesuai dengan SAP; dan

g. paragraf penjctas (apabila diperlukan), yang menguraikan 
perbaikan material dalam penyelenggaraan akuntansi dan/aiau 
koreksi penyajian LK DPR yang belum atau belum selesai 
dilakukan oleh Unit Akuntansi.

Pciaporan Reviu dibuat pada aetiap lingkatan Unit Akuntansi 
mulai dari UAKPA sampai dengan UAPA yang disajikan dalam bentuk 
CHR dan IHR. Adapun pada tingkat UAPPA-El dan UAPA dapat 
disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari 
CHR dan IHR pada scluruh Unit Akuntansi di bawahnya. 
l.Penyusunan Catalan Hasil Reviu (CHR).

Dalam hal Pereviu menyimpulkan terdapat penyusunan LK DPR 
yang belum diselenggarakan berdasarkan SAl dan/atau penyajian 
LK DPR belum sesuai dengan SAP, maka Pereviu harus membuat 
Catalan Hasil Reviu (CHR) kepada Unit Akuntansi yang terkait. Hal- 
hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain adalah:
a. Penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/ atau LK 

DPR (LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) yang harus dikoreksi.
b. Permasalahan yang dihadapi oleh Unit Akuntansi dalam 

penyusunan LK DPR berdasarkan SAl dan/atau penyajian LK 
DPR sesuai SAP.

c. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh 
Pereviu dan Unit Akuntansi dan telah atau akan dilakukan oleh 
Unit Akuntansi.

d. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh 
Pereviu letapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh Unit 
Akuntansi.
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Oalam hal Unit Akuntansi belum atau belum selesai melakukan 
perbajkan dan/alau koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang 
disepakati ataxipun tidak, sampai dengan menjelang batas waktu 
penyampaian LK DPR kepada Menteri Keuangan (minggu ke-3 Juli 
atau minggu ke-3 Februari), maka koreksi dan/atau perbaikan yang 
belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan 
Pemyataan Tclah Direviu. Contoh bentuk CHR disajikan dalam 
Format 3 Lampiran II.

2. Penyusunan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR).

Untuk memudahkan pengguna hasil Reviu dalam memahami hasil 
Reviu yang berkaitan dengan penyajian LK DPR. Pereviu menyusun 
IHR yang berisi tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai akun 
sebelum koreksi. usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi. Usulan 
koreksi dalam IHR mcncakup seluruh usulan koreksi, baik yang 
ditemukan pada Unit Akuntansi bersangkutan maupun Unit 
Akuntansi di bawahnya. Contoh bentuk IHR disajikan dalam 
Format 4 Lampiran II.

3. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).

Laporan ini dapat disusun pada tingkatan UAPPA-El dan UAPA 
sebagai gabungan dari CHR dan IHR Unit Akuntansi di bawahnya. 
Tujuan pcn3rusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran 
menyeluruh terhadap hasil Reviu yang dilakukan. LHR dapat 
disusun dengan contoh seperti pada Format 5 Lampiran II. Contoh 
format Pemyataan Telah Direviu disajikan dalam Format 6 
Lampiran II.
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J. PROSEDUR REVIU TINGKAT UAKPA

1. Laporan Realisasi Anggaran.

Prosedur Reviu LRA Ungkat UAKPA bertujuan untuk memastikan 
bahwa pengakuan, pengukuran, dan pdaporan akun LRA telah 
sesuai dcngan SAP scrta ak'jrasi, kehandalan dan keabsahan LRA. 
telah terpenuhi. Prosedur Reviu LRA UAKPA disusun dengan 
menggunakan kerangka sebagai berikuL

a. Langkah-langkah Reviu untuk setunih akun LRA;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LRA, yang berisi;

1) Tujuan prosedur Reviu, yeutu untuk memastikan kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP 
serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan 
informasi dalam LRA;

2} Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LRA;
3) Langkah-langkah Reviu akun LRA; dan
4) Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam 

mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan 
keuangan [termasuk keterlambatan dalam penyampalan LK 
Unit Akuntansi) . maka Pereviu bersama-sama dengan Unit 
Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau 
koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara 
beijenjang.

2. Laporan OperaslonaL

Prosedur Reviu LO tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan 
bahwa pengakuan, pengukuran. dan pelaporan akun LO telah 
sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LO 
telah terpenuhi. Prosedur Reviu LO UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikub
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a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LO;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LO, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu. yaitu untuk memastikan kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP 
serta lerpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan 
informasi dalam LO;

2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LO;
3) Langkah-langkah Reviu akun LO; dan
4) Prinsip dasar Reviu, yaitu jika dilemukan kesalahan dalam 

mencatai transaksi keuangan dan kelemahan proses 
pelaporan keuangan (icrmasuk kclcrlambatan dalam 
penyampaian LK Unit Akunlansi). maka Pereviu bersama- 
sama dengan Unit Akunlansi harus segera melakukan 
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau 
kesalahan tersebut sccara betjenjang.

3. Laporan Peru bah an Ekultaa.

Prosedur Reviu LPE UAKPA bertiyuan untuk memastikan bahwa 
pengakuan, pengukuran. dan pelaporan akun LPE telah sesuai 
dengan SAP serta akurasi. kehandalan dan keabsahan LPE telah 
lerpenuhi. Prosedur Reviu LPE UAKPA disustm dengan 
menggunakan kerangka sebagai berikuu

a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LPE;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LPE, yang berisi:
1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian 

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP 
serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan 
informasi dalam LPE;

2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LPE;
3) Langkah-langkah Reviu akun LPE; dan
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4) Prinsip dasar Reviu, yaitu jika dilemukan kesalahan dalam 
mencatat transaksi keuangan dan kelcmahan proses pelaporan 
keuangan (icrmasuk keierlambaian dalam penyampaian LK 
Unit Akuntansi), maka Pereviu bersama-sama dengan Unit 
Akuntansi haras segcra melakukan perbaikan dan/atau 
koreksi atas keiemahan dan/ atau kesalahan tersebui secara 
bcrjenjang.

4. Neraca.

Prosedur Reviu Ncraca UAKPA benujuan untuk memastikan bahwa 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun Neraca telah sesuai 
dengan SAP aerta akurasi, kehandalan dan kcabsahan Neraca telah 
terpenuhi. Prosedur Reviu Neraca UAKPA disusun dengan 
menggunakan kerangka sebagai berikut

a. Langkah-Iangkah Reviu untuk seluruh akun Neraca;
b. Langkah-Iangkah Reviu per akun Neraca, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaiiu untuk memastikan 
keseauaian pengakuan. pengukuran. dan pelaporan akun 
dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan 
keabsahan informasi dalam Neraca;

2) Dokumcn yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun 
Neraca;

3) Langkah-Iangkah Reviu akun Neraca; dan

4) Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam 
mencatat transaksi keuangan dan keiemahan proses 
pelaporan keuangm (termasuk keterlambatan dalam 
penyampaian LK Unit Akuntansi), maka Pereviu bersama- 
sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan 
perbaikan dan/atau koreksi atas keiemahan dan/atau
kesalahan tersebut secara bcrjenjang. ^
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S. CaLK dan Lamplran LK UAKPA.

Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAKPA bertujuan untuk 
memastikan bahwa aspek formal LK UAKPA dan kecukupan 
pengungkapan informasi dalam CaLK UAKPA telah terpenuhi. 
Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAKPA disusun dengan 
menggunakan kerangka sebagai berikut;

a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan lerpenuhinya 
aspek formal LK UAKPA dan kecukupan pengungkapan 
informasi dalam CaLK UAKPA;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepenlingan Reviu CaLK dan 
Lampiran LK UAKPA;

c. Langkah-langkah Reviu scgmen CaLK dan Lampiran LK UAKPA; 
dan

d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan keaalahan atau 
ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka 
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akunlansi hams segcra 
mclakukan perbaikan dan/aiau koreksi atas kelemahan 
dan/atau kesalahan tersebut secara beijenjang.

K. PROSEDUR REVIU TINGKAT UAPPA-El

1. Laporan Realisasl Anggaraa, LO, LPE, dan Neraca.

Berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat UAPPA-El yang 
diuraikan pada Bab I angka 2 butir 3). prosedur Reviu LRA, LO, 
LPE, dan Neraca tingkat UAPPA-El dititikberatkan pada penelaahan 
atas proses kompilasi LRA. LO, dan LPE serta proses rekonsiliasi 
Laporan Keuangan Tingkat UAPPAEl dengan Direktorat Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK)
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Prosedur Reviu LRA, LO, LPEt dan Neraca UAPPA-El disusun 
dcngan menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan icrpenuhinya 
akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA, LO. LPE, dan Neraca 
UAPPA-El;

b. Dokumen yang dipcrlukan untuk kepentingan Reviu LRA, LO, 
LPE. dan Neraca UAPPA-EI;

c. Langkah-langkah Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPPA-El; 
dan

d. Prinsip dasar Reviu. yaiiu jika ditemukan kesalahan atau 
ketidaklcngkapan pengungkapan informasi keuangan, maka 
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera 
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan 
dan/atau kesalahan tersebut secara bctjenjang.

2. CaLK dan Lainplran LK UAPPA-El.

Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-El bcrtujuan untuk 
memastikan bahwa aspek formal LK UAPPA-El dan kecukupan 
pengungkapan informasi dalam CaLK UAPPA-EI lelah terpenuhi. 
Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-El disusun dengan 
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya 
aspek formal LK UAPPA-El dan kecukupan pengungkapan 
informasi dalam CaLK UAPPA-E1;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CaLK dan 
Lampiran LK UAPPA-El;

c. Langkah-langkah Reviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAPPA- 
El; dan Jv
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d. Prinsip dasar Reviu, yaitu Jika ditemukan kesalahan atau 
ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka 
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi horus segera 
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan 
dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

L. PROSEDUR REVIU TD4GKAT UAPA

1. Laporan Reallsasl Aaggaraa, LO, LPB, dan Neraca.

Berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat UAPA yang 
diuraikan pada Bab I angka 2 butir 4], prosedur Reviu LRA, LO, 
LPE, dan Neraca tingkat UAPA dititikberatkan pada penelaahan atas 
proses kompilasi LRA LO, LPE, dan Neraca UAPPA-El yang berada 
dibawahnya serta proses rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPA 
dengan Dil. APK.

Prosedur Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPA disusun dengan 
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhmya 
akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA, LO, LPE, dan Neraca 
UAPA;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu LRA, LO. 
LPE. dam Neraca UAPA;

c. Langkah-langkah Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPA; dan
d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau 

ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka 
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera 
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan 
dan/atau kesalahan tersebut secara beijenjang.
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2. CaLK dan Lampiran LK UAPA.
Prosedur Rcviu CaLK dan Lampiran LK UAPA bertujuan untuk 
memasiikan bahwa aspck formal LK UAPA dan kecukupan 
pcngungkapan informasi dalam CaLK UAPA Iclah terpenuhi. 
Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAPA disusun dengan 
mensgunakan kcrangka sebagai berikut •
a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk mcmastikan terpenuhinya 

aspek formal LK UAPA dan kecukupan pcngungkapan informasi 
dalam CaLK UAPA;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CaLK dan 
Lampiran LK UAPA;

c. Langkah-langkah Reviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAPA; 
dan

d. Prinsip daaar Reviu. yaitu jika ditemukan kesalahan atau 
ketldaklengkapan pcngungkapan informasi keuangan, maka 
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera 
melakukan perbaikan dan/atau koreksi alas kelemahan 
dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Pit. SEKRETARIS JENDERAL,

Achmad DiAned. S.H., M.Hum.j/.

40P. 195709111984031002
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UMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FORMAT 1:
CONTOH FORMULIR SURAT TUGAS 
[KOP Sekretaiiat Jenderal DPR RI]

SURAT TUGAS
[Nomor Surat Tugas]

Menimbang: 

Dasar :

a.
b. 
1. 
2.

Inspektur Ulama Sekrctariat Jenderal DPR RI, dengan ini memberi tugas; 
Kepada :
N
O.

Nama NIP Feran

AT/KT/PT/PM (pUih salah satu)
AT/KT/PT/PM (pilih salah satu)
AT/KT/PT/PM (pilih salah satu)

Untuk ; Melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI untuk 
periode yang berakhir pada tanggal [Taaggal Pelaporan).
Reviu dilaksanakan selama ... (......................... ) hari, mutai tanggal (tanggal
mulai) sampal dengan tanggal (tanggal selesai).
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik- 
baiknya.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan- 
Tahun]
Inspektur Utama,

[Nama Terang]
IKIP] A



FORMAT 2:
CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA REVIU (KKR)
Sekretariat Jendcral DPR R1
[Inspektorat Utama]

No. Indeks KKR 
Dlsusun

(1)
12}

oleh/Tanggal
Direvlu [3]
oleh/Tanggal
Disetujul K1

1 oleh/Tanggal
UAPA IS]
UAPPA-El [6]
UAKPA [7]

Komponen • LRA - LO - ILPB
LK[8|

L . ,
- 1 Neraca - [oak 1 i

Akun/Segme
tt
Penyelengga
raan
Akaatansi

'

19]

Langkah-Langkah Reviu

[10]
KasU Pelaksanaan Langkah-Langkah Revln (Daftar KKR No. Indeki KKR 
Pendukung)

(111 (12J

Simpulan

113)
Komentar

[14]



Petiinjuk Penglsian:
[ 11 Diisi dengan Nomor Indeks KKR.
\2\ Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggai penyusunan .
;3] Diisi dengan nama Pereviu KKR dan tanggai pelaksanaan Reviu.
14] Diisi dengan nama pcngendali teknis tim Reviu (yang berwenang 
menyetujui),
(a) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
[ftl Diisi dengan nama Unit Akuntansi Petrbaniu Pengg»jna Anggaran 
Eselon I (UAPPA-El).
[7] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 
yang Direviu.
[8] Dicontreng Laporan Keuangan yang Direviu.
|9) Dicontreng Laporan Keuangan yang Direviu.
|10| Diisi dengan akun yang menjadi ruang Ungkup KKR.
111] Diisi dengan langkah-langkah Reviu yangdipilih ,
112] Diisi dengan judul KKR Pendukung untuk tiap langkah Reviu .
|13] Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung.
[14] Diisi dengan Kcsimpulan atas pelaksanaan langkah-langkah Reviu .
[15] Diisi dengan Komentar-komentar dari Pereviu KKR atau pemberi 

persetujuan KKR.



FORMAT 3:

CONTOH FORMUtm CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Sekretariat Jenderal DPR RI 
[laspektorat Utama] 
Sekretariat Jenderal DPR RI 
(Inspektorat Utama]

Disusun
oleh/Tanggal
Dlreviu

oleh/Tanggal

(U

12]

UAPA

Diseti^ul

oleh/Tanggal 
[41 ■

[31

UAPPA-El

UAIffA j

Uralan Catalan HasU Reviu

[5]
[61

Penyelenggaraan AkuntansL

Penyajian LK; 
aT LRA

B. LO
[91

[U]
C. LPE

[IZ]

O. Neraca

B. CaLK
[15]

[17]

Indeka KKR

[8]

[10]

[12]

[141

[16]

[18]

L



Koreksl/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

[11]
(191

[12]

Simpulan
—

(13]
Tanggapan

1 [14] -

CATATAN BASIL REVTU
LAPORAN KEUANQAN [UNIT AKUNTANSI]
UNTUK PERIODS YANG BSRAKHIR PADA TAN GOAL [TANGO AL 
LAPORAN] ^

L



FORMAT 4:

CONTOH FORMULIR IKHTISAR HASIL REVTO (IHR|

Sekretariat Jenderal DPR R1

Ilnspektorat Utama]
Dlsusun
olch/Tanggal

(11

Dlreviu

oleh/Tanggal
PI

Dlsetojul
oleh/Tanggal

CAPA
UAPPA-El
UAKPA

(41

(31

(5)

[6]
Ikbtisar Hasil Reviu Laporan Realiaaai Anggaran (LRA)

No Nasna Akim Sebelu

m Reviu
Usulaa
Koreksl

Status

Koreksl
Setelah
Usnlan
KorekslSudah Belu

m

Dchtlsar Hasil Reviu Laporan Operaslonal (LO)

No Rama Akun Sebelu
m Reviu

Usulan
Koreksl

Status

Koreksl
Setelah
Usulaa
KorekslSudah Belu

m



Ikhtisar HasU Reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

No Nama Akim Sebelu 
m Reviu

Usuian
Koreksi

Status 
Koreksi 

Sudah

Setelah 
Usuian 

Belu Koreksi
m

Ikhtisar Hasll Reviu Neraca

No Nama Akun Sebelu Usuian 
m Reviu Koreksi

Status
Koreksi

Sudah Beiu 
m

Setelah
Usuian
Koreksi

Ky



FORMAT 5 :
CONTOH LAPORAN HASH REVIU (LHR) 
SekretarUt Jenderal DPR RI 
[Inapektorat Utama]

LAPORAN HASH REVIU
LAPORAN KEUANGAN [UNIT AKUNTANSIj
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TAN GOAL [TANGGAL 
LAPORAN]
Daftar Isl:
1. Ringkasan Eksekutif
2. Dasar Hukum
3. Tujuan dan Ruaag Lingkup Revlu
4. Metodologl Revia
5. Gambaran Umum Obyek Reviu
6. HaslI Reviu ataa Laporan Reallaasi Anggaran
7. Hasil Reviu atas Laporan Operational
8. Hasil Reviu atas Laporan Pembahan Ekultas
9. Basil Reviu atas Neraca
10. Hasil Reviu atas CaLK dan Lamplran LK
11. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan
12. Apreslasl

Daftar Lamplran:
I. Catatan Hasil Reviu (CHR) 

n. Ikhtisar Hasil Reviu (IHRl



FORMAT 6:

CONTOH FORMULIR PERNYATAAN REVIU TAN PA PARAGRAF 
PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 

TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mcReviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa 
Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Operasional. Laporan Perubahan Ekuicas, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai 
dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan 
adalah penyajian manajemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.

Reviu beriujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai 
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu 
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup 
audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan 
untuk menyatakan pendapai atas laporan keuangan secara keseluruhan. 
Oleh karena itu, kami tidak member! pendapat semacam itu.

i/

t



Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang 
mcnjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami scbutkan di 
atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Pcrbcndaharaan Negara, Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang 
terkait

[Nama Kota], [Tanggal-Bulaa-

Tahun]
Inspektur Utama,

[Nama Terang] 
[NIP]

10

L



L

CONTOH FORMULIR PERNYATAAN REVIU DENGAN PARAGRAF 
PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUB LIK INDONESIA 

TAHUN ANGGARAN [TAHUN AN GGARAN]

Kami telah mcReviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia uniuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] bcrupa 
Neraca per tanggal [Tanggal Ncraca), Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Operasional, Laporan Pcrubahan Ekuitas, dan Catalan alas Laporan 
Keuangan uniuk periode yang berakhir pada tanggal lersebui sesuai 
dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan 
adalah penyajian manajemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia.

Reviu bertujuan uniuk memberikan keyakinan terbalas mengenai 
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, sena kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu 
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup 
audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan lujuan 
uniuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. 
Oleh karena ilu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan aUs terdapalnya: (1) [Kelemahan 
tcrhadap penyajian salah satu akun]: (2) [Kelemahan terhadap penyajian 
salah satu akun). Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun 
materialitasnya rendah, tetap hams ditindaklanjuti oleh pihak 
manajemen.

11



Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang 
menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di 
atas bdak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tcntang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerinlah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang Slandar Akuntansi Pemcrintahan, dan peraturan lain yang 
terkait

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-
Tahun]
Inspektur Utama,

[Nama Terang]
(NIP)

Pit. SEKRETARIS JENDERAL,

A-
Tiad DittAchmad Dianed. S.H.. M.Hum.

NIP. 195709111984031002

n
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

-L'< A,-;*-. ’ jr-I 'C1; ‘C
TFl:" i'.i*. i;7,£i

SURAT TUGAS
Nomor;lL;13r>ST PKPT"RTAMA,‘.Q/2013

■\tef"rr,in3 • 5 -*3 v v.sa-,
Je^dsnl di'i pac'a 'i1' .’ 2V> Ti;<3 dTSf-'a'a oeTu ir?>k
TI3'J<335‘<9‘1 ra;3^3t ruriJ'-.lCrici A^i’C !r^;/^:o'3l „tiria S,ri''»'3ra' .Ij-jsfal iJan Sidsfl 
•'.'jafiiiar Ce'Aj'i P^'.vy :ai- Pakya- RaputiA

c bphwa r-a"t>]3S3r' s;t3<;d.r 3na ii.ij pj.m .3 cyt'. 'Vroao :.r!y,

D«Jf t jrd^i'g U'tf-sr.g N.inc' !7 Tahu.i "i.C; ijnljiv. <e .5r.;i'i f<-wa'a,
2 JPdang Urdarg V-r^or 1 Tah-un 2C‘4 'a'larx; ^-fbedararjan '.'egva
3 °irr3:urar OaTOrrtar 'fervor -v T3fuP 2','CS ^anttr-i S i-arn P-- gefidalQi 'r^jir. Pf^'i.-'pr 

I’SRlF).
4 Peraiurar ^'enwr. Ka'jar-qnrs Rfipjpiii, indcnssra f.oa';' 255•t:,^'K-T■j.'40,5 leriaig S’.ar.dat 

Re-/njAlasLapcrai Keiangar1 Kemerip'anNe>}ara/.e,Ttag3,
5 Peraturan Sekra^aris Jer^derai OFR R1 Nor^^r f TsPun 20*5 ta-iarg O^anisasi dan Tala Kera 

Sekrs'artai jendorai dan 33-dar KeaM-an DPP Ri sabagaimara m'an betw^aps l<a'i diubah 
Kfakbirdar.gan Peniunr S^vrstans Jenda-a! \prcrTa*ijn 20i8,

6 Peralurar Sekrataris Je'-daraf Dswan =e-.v3i'ilar' Pakya' Popubi* 'ndanssa Noror '0 Tahun 
2015 ier>3rwg Standaf Pengawasar irspetciofat Uama S-ica'aral >jrd?'3i Dw^n Ppr/.^kian 
Rakya! P.eouS'ik irdon^'a

Dengan ft rrent^n taqas

Kepada No. Nama JabaUn Hari Penugasan
, 1 Dr Dew, BaT ana S, M Psi, 0(A

NIP J;620935 103803 4 cut , Pet-ge’idii Vutj 9l-«p

, 3 cinsl'nanto, S H. M Kn
NIP 10601)930 20-001 1 0i? Penijer-dai Tekrs 3 bad

3 Dyaf* C-tra AfrAtdyasan, SAB ME. ! 
NIP 15791125 200212 2 'J03 j Ke'ua Titi 3 Had

4
t

Denny Ramadcn, S.E !
NIP 19660531 200912 1%3 1 AnggotaTm 3han

5 i-tefu Nugrobo, 5.A B M AP ]
NIP 19811205 2CCC03 ’ O')! 1 Anggola Tim 8 ban

! ^ FtriyantLestai-i S E i
NIP IBSZOA'OT 2G19C3 2 ;>j2 Anggoia Tm 3 ban

' Mikael Abuba«ai, S E
__  19940*09 4C'903 * OO*^
B M Afrzaf A'diii, A f.kl S'

M:P 159niCC5 2C1903 I -X,1!

Afjgc4? T:m 

A-iggo'dTm

8 ban
.1 ....___

Shad
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CA7ATAN KASIL H£VIU 
U>«r AKuMtANSi

SECRETARIAT -ENOERAl OAJI 3ACAK rlEAHl. AM 3EMAN PFRVVAKH.AN RAK»ATfle»»,BL»' WBONESIA

ImprMo'.itUljnu C mk tiOlvIvTai^^—..
S«*rtt3f«' J^d«nil lAMi Bjrum KcjfiUn OwJn Ri rwjkiLui Rjkyjl - "*■ 'j^*'Ta5g0Jl_ 

a.1)uo;innilo>-»a •OtoH'TM'MJ'

Cc««i 9»<v»4»J»n RAt-atMtciMk ■mleoAmL-ARA

Ttmywwf* AAurui.»._______________________ -___ _ . _____________ —--------------------I •’ptf^ioufjr Kvi.AnQ4n tK<ts<lr»r.w> (u<U CMK IIJ-RUK PS-JS’C T.-nUrU) prdonvin pcnyusuiun dn i)rii>*iniAMii
iLaperan K»uapQAn ■UmonetiiiA^bA'M
[pinyinuRui'lii^^n >ru>tK]an S»|J^ dJn BK OPR El 4i:j>vinjkjfi dmoAn n«»nc(jui«jA4n Aptihos E- Rokaft LK lOti* D<‘nod» S»p»n*B« 1011 jang wrdOnUrl Upw.tr. Rvjbuu Awggaian ILSAi Uoan" 0(>^>»«>nAI (LOl Up Bran PaniUPan E>UW 'tPEl. [dir NofBCB Uporan ^Ctungan fflorupakan haail aanaoiidaai daA *• apo/an Keiijcioan SatkarOvMn lUt irtcw SaTJeo.
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